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Fokus pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini ada dua pokok 
pembahasan, yakni Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
(SIAK), mengenai bagaimana peranan SIAK itu sendiri sebagai web penertiban 
dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang,  
kemudian mengenai manfaat apa yang akan didengan diterapkannya Sistem 
Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatn Sipil Kabupaten Jombang terkait Efektivits waktu dan efisiensi biaya 
yang dapat dirasakan oleh masyarakat yag ada di Jombang tentunya..  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, 
dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang mana teknik pengumpulan 
datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk 
teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah teori Fungsional 
Struktural (AGIL) oleh Talcot Parsons. 
Dari penelitian ini, menemukan beberapa hasil : (1) SIAK diberlakukan 
sejak tahun 2011 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang 
sebagai pengganti SIMDUK. Dalam memanagemen dokumen kependudukan, 
SIMDUK dirasa kurang optimal dalam memelihara tertib dokumen kependudukan 
karena pada SIMDUK masih banyak ditemukan data identitas kependudukan 
ganda. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut Kemedagri memperbaharui 
sistem yang lama dengan menetapkan sistem yang baru yaitu SIAK dengan harapan 
mampu menjawab permasalahan pada sistem yang lama.  (2)  Untuk pengoptimalan 
keberlangsungan SIAK dalam hal administrasi kependudukan maka 
diberlakukannya sistem Daring atau dalam jaringan oleh Kemendagri kepada 
seluruh lapisan pelayanan Administrasi negara. Untuk Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil se Indonesia penerapan SIAK berbasis Daring ini baru 
diberlakukan pada tahun 2018. Dengan diberlakukannya SIAK berbasis Daring ini, 
sedikit banyak membantu kualitas pelayanan public di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Jombang.  
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Kebijakan publik adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah  
bertujuan membawa pengaruh yang baik terhadap aspek-aspek kehidupan 
masyarakat. Wujud dari kebijakan publik itu sendiri bisa berupa pelayan publik 
oleh pemerintah kepada masyarakat.  
Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat 
kepuasan penerima pelayanan. Menurut Inu Kencana Syafiie, ada beberapa 
ketentuan dalam melihat kualitas pelayanan yang baik pada masyarakat, yakni:2  
1. Adanya Keandalan (Relibility)  
2. Adanya Tanggapan Baik (Responsiviness)  
3. Adanya Kecakapan yang Berwenang (Competence)  
4. Ada Jalan untuk Memulai (Access)  
5. Adanya Sopan Santun (Courtesy)  
6. Adanya Hubungan Baik (Communication)  
7. Adanya kepercayaan (Credibility)  
8. Adanya Jaminan (Security)  
9. Adanya Pengertian (Understanding)  
10. Adanya Penampilan yang Baik (Appearance). 
 
2 Inu Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 177. 



































Sebuah kualitas pelayanan dapat dikatakan baik apabila ada keandalan, 
atau kompetensi dari pihak pemberi pelayanan (birokrat). Pihak penyedia 
pelayanan yang berperan sebagai implementator haruslah kompeten di bidang 
yang mereka kelola, tahu situasi dan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat.  
Pemerintah/pemimpin membawa peranan penting dalam keberhasilan 
sebuah pelayanan. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang memegang 
kendali akan sebuah organisasi dalam sebuah struktur birokrasi. Sebgai  pihak 
yang membawa peranan sebagai bengontrol setiap fungsi agar dapat terintegrasi 
dengan semestinya demi keberhasilan sebuah pelayanan kepada masyarakat.  
Jenis pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat ada 
pelayanan administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan 
regulatif.  Yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah pelayanan publik 
kategori administratif.  
Dikarenakan sistem yang diterapkan oleh  pemerintah dirasa kurang 
relevan untuk melayani masyarakat, maka dibuatlah inovasi dan pembaharuan 
dalam sistem pelayanan publik. Dalam peraturan Kementrian Dalam Negeri 
(Kemendagri) Nomor 7 Tahun 2019 yang mana pelayanan administrasi 
kependudukan secara Daring. Hal tersebut terencana dan terprogramkan  berlatar 
belakang atas pertimbangan :3 
 
3 Jogloabang, “Permendagri 7 Tahun 2019, Pelayanan Administrasi Kependudukan 
Secara Daring”. Diakses dari https://www.jogloabang.com/teknologi/permendagri-7-
tahun-2019-pelayanan-administrasi-kependudukan-secara-daring, pada tanggal 13 
Oktober 2019 pukul 11.51. 
 



































1. Untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien perlu 
mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baru; 
2. Sistem pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a perlu dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan cepat kepada 
masyarakat dengan menerapkan mekanisme pelayanan secara daring; 
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf 
b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelayanan 
Administrasi Kependudukan Secara Daring.  
Dengan berasaskan hukum tentang Adminstrasi Kependudukan 
dikatakan bahwa Administrasi Kependudukan berbasis Daring adalah proses 
pengurusan pencatatan kependudukan yang pengiriman datanya dengan 
menggunakan media elektronik yang berbasis web. Web yang hanya dapat di 
akses oleh pihak yang bertugas dinamakan SIAK (Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan) yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil.  
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan salah satu sarana 
prasarana pelayanan yang telah diberi otonomi  untuk mengurus pelayanan 
masyarakat di bidang adminidtrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil yang memiliki wewenang untuk mengurus kegiatan administrasi 
kependudukan berada di setiap kabupaten yang ada di Indonesia yang mana 
dibawah pengawasan pemeritah daerah setempat.  



































Adapun bidang dalam Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang 
mengurus dan bertanggung jawab khusus terhadap sistem infomasi administrasi 
kependudukan (SIAK). Bidang yang menangani SIAK adalah Bidang Pengelola 
Informasi Administrasi Kependudukan, yang mana bertugas mepersiapkan 
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaanya. Adapun fungsi dari Bidang 
Pengelolaan Informasi Administrasi adalah sebgai berikut :4 
a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan yang meliputi sistem informasi Administrasi 
Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata 
kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi. 
b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan yang meliputi sistem informasi Administrasi 
Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata 
kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi. 
c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi Administrasi 
Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata 
kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi. 
d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang 
meliputi sistem informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan 
 
4 Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Jombang periode 2018-2023, 14-15 



































penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia 
teknologi informasi dan komunikasi. 
e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan; dan 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil;  
Adapun pembagian tugas secara yang terdiri dari 3 bagian, yaitu : Seksi 
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Seksi Pengelola Data 
Kependudukan, dan Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia dan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam hal ini yang memiliki tanggung 
jawab atas pelayanan publik berbasis daring adalah Seksi Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan.  
Dibawah Instruksi Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil seluruh Indonesia menerapkan pelayanan publik berbasis 
daring yaitu SIAK. Begitu pula dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Jombang. Penulis telah melakukan observasi sebelumnya pada 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DI Kabupaten Jombang. Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang juga menerapkan pelayanan 
publik berbasis daring berupa SIAK.  
Namun pada setiap sistem yang diterapkan dalam sebuah Lembaga 
maupun Organisasi pastia ada kendala yang terjadi didalamnya. Karena pada 
hakikatnya pembaharuan pada suatu sistem terjadi karena sistem yang lama 



































dirasa kurang berhasil dalam penerapannya sehingga dibutuhkan perbaikan 
sistema untuk mecapai suatu tujuan yang diinginkan.  
Keberhasilan sebuah sistem dapat tercapai dengan adanya kerjasama 
tim yang baik dalam sebuah organisasi. Sebuah sistem diterapkan haruslah 
menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sistem tersebut diterapkan. Sistem 
harus dapat menyesuaikan diri dengan sosial-kultur yang ada dalam situasi yang 
terjadi sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan kedaan, dan dapat diterima 
dalam masyarakat.  
Dapat dikatakan bahwah kunci keberhasilan sebuah pelayanan publik 
adalah sebuah sistem birokrasi. Birokrasi adalah pelaksana (implementator), 
tidak bertanggung jawab terhadap dampak dalam kebijakan yang telah 
dulaksnakan secara patuh dan taat asas. Namun birokrat (anggota 
birokrasi/orang yang berada dalam birokrasi) yang bertanggung jawab akan 
sepak terjangnya.5 
Budaya  gotong-royong dalam sebuah organisasi sangan perlu dalam 
hal ini, untuk mengontrol kerja sama tim yang baik sehingga dapat menciptakan 
pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dalam konteks pelayanan kepada 
masyarakat pelayanan yang prima adalah pelayanan yang ramah, kompeten dan 
tidak berbelit, dan transparansi kepada masyarakat.  
Berdasarkan observasi sebelumya yang dilakukan oleh peneliti di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penulis telah menemukan beberapa 
informasi mengenai sistematika yang ada di Dinas Kependudukan dan 
 
5 Samodra Wibawa, Revormasi Administrasi (Gava Media:Yogyakarta, 2005),328 



































Pencatatan Sipil di Jombang. Yang menarik dalam observasi penulis adalah pada 
SIAK banyak ditemukannya data-data kependudukan yang tidak valid terkait 
status kependudukan maupun nomor induk kependudukan. Hal tersebut terjadi 
pada saat SIMDUK diberlakukan, dan setelah pergantian sistem dari yang 
SIMDUK ke SIAK banyak ditemukannya data kependudukan yang tidak valid 
melalui monitoring petugas. Untuk itu perlu digali lebih lanjut mengenai apa 
yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan juga bagaimana langkah pemerintah 
atau solusi pemerintah dalam menanggulangi hal tersebut.  
Setelah ditemukan beberapa informasi dan temuan-temuan fenomena 
terkait diberlakukannya SIAK sebagai pengganti SIMDUK di Dinas 
Kependudukan dan Pencacatan Sipil Jombang, maka dalam penelitian ini 
penulis ingin meneliti mengenai implementasi kebijakan publik oleh pemerintah 
di bidang pelayanan administrasi kependudukan terkait kebijakan yang telah 
diterapkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, 
yaitu pelayanan publik berbasis daring tersebut.  
Terkait latar belakang pembaharuan sistem seperti yang telah 
dipaparkan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian di Dinas 
Kpendudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten Jombang. Dalam penelitian ini, 
penulis memberi judul “ PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DARING 
(Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan(SIAK) di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang)”.  
 
 



































B. Rumusan Masalah 
 
1. Bagaimana implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
(SIAK) berbasis Daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Jombang? 
2. Apa sajakah manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dengan diterapkannya 
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berbasis Daring ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Ingin mengetahui bagaimana Implementasi Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK) berbasis Daring di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Jombang. 
2. Ingin mengetahui apa sajakah manfaat yang dapat diperoleh masyarakat 
dengan diterapkannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 
berbasi Daring? 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis 
maupun praktis. 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu 
pengertian mengenai pelayanan publik berbasis daring oleh Dispenduk Capil 
Jombang yang tentunya disertai dengan teori yang relevan dalam 
pembahasannya dengan tujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan 



































para akademisi serta dapat digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan 
dan menyempurnakan penelitian selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi Peneliti 
Sebagai acuan dasar untuk mengembangkan keilmuannya ditengah-
tengan masyarakat serta membentuk sumber daya manusia yang lebih 
berkualitas. 
b. Bagi Masyarakat 
Sebagai bahan referensi bacaan untuk menunjukkan bagaimana 
sistematika pelayanan publik berbasis daring yang ada di 
DispendukCapil Jombang.  
E. Definisi Konseptual 
Definisi konseptual digunakan untuk memberikan batasan istilah atau 
definisi dalam penelitian ini. Adapun batasan definisi dan konsep pada penelitian 
ini adalah: 
1. Pelayanan Publik  
Pelayanan publik merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah 
kepada masyarakat baik pada bidang administratif, pelayanan jasa, pelayanan 
barang, dan pelayanan regulatif.  



































Menurut Menurut Soetopo dalam Napitupulu pelayanan adalah 
suatu usaha untuk membantu menyiapkan dan mengurus apa yang diperlukan 
orang lain dalam memenuhi kebutuhanya,6 
Sedangkan pengertian pelayanan publik menurut Undang Undang 
No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah  kegiatan atau rangkaian 
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang, 
jasa, dan/ pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik.7  
2. Daring 
Pengertian daring sendiri yang dimaksud adalah arti kata turunan 
dari bahasa inggris yang berarti online.  Atau singkatan dari “dalam jaringan”. 
pengertian daring atau online menyatakan konektifitas atau dalam 
penggunaan yang biasanya menyatakan segala sesuatu yang berhubungan 
dengan internet atau World Wide Web menggunakan perangkat tertentu 
seperti komputer, gadget dan lain-lain yang bersifat fungsional. Namun tidak 
semua perangkat yang disebutkan di atas tergolong daring. Suatu perangkat 
fungsional dapat dikategorilan daring apabila memenuhi salah satu syarat :8 
 
6 Napitupulu, Seri Ilmu Pemerintahan: Menakar Urgensi Otonomi Daerah: Solusi Atas 
Ancaman Disintegrasi (Jakarta : Alumni, 2007), 164.  
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, Undang-undang Pelayanan 
Publik (Jakarta: SL Media, 2010),9.  
8 kanal pengentahuan “Arti Kata Daring dan Luring” diakses pada  
https://www.kanalpengetahuan.com/arti-kata-daring-dan-luring,  pada tanggal 13 oktober 2019, 
pukul 13.55. 
 



































a. Dibawah pengendalian langsung dari alat yang lain. 
b. Dibawah pengendalian langsung dari sebuah sistem. 
c. Tersedia untuk penggunaan segera (real time) 
d. Tersambung pada suatu sistem dalam pengoperasiannya. 
e. Fungsional dan siap melayani. 
3. SIAK  
Definisi Sistem Informasi Admnistrasi Kependudukan (SIAK) 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administasi 
Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam 
penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, 
Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta 
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor 
lain. 
SIAK  yaitu suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan 
prsedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata 
sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi 
dibidang pendudukan.9 Administrasi kependudukan meliputi pencatatan 
penduduk dan pencatatan sipil. Berdasarkan peryantaan tersebut, untuk 
mempermuda penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan adanya 
 
9 Desi  Wulandari, Durinta Puspasari.  “Penerapan Siak (Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan) Dalam Pengelolaan Data Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan 
Sipil Kota Surabaya,” oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, 
Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya 
 



































sistem layanan kependudukan dan catatan sipil yang terintregrasi dapat 
merealilsasikan database penduduk dan sekaligus member nomor induk bagi 
setiap penduduk sehingga dapat mengeliminasi terjadinya kepemilikan 
identitas ganda.  
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan, Pengelolaan SIAK bertujuan: 10 
a. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
Sipil;  
b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir 
dan mudah diakses;  
c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal 
tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.  
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai peranan 
antara lain:  
a. Perekaman, pengiriman dan pengolahan data hasil pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil.  
b. Penerbitan NIK Nasional.  
 
10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 
Pengelolaan SIAK  



































c. Memfasilitasi validasi dan verifikasi individu pendudukan untuk pelayanan 
publik lainnya.  
d. Penyajian data dan informasi yang mutakhir bagi instansi terkait dalam 
rangka perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah.  
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di pegang oleh 
Bidang Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan di bagian Seksi 
Sistem Informasi, Administrasi dan Kepenedudukan. Yang mana tugas Seksi 
tersebut melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistema informasi administrasi 
kependudukan. 11 
F. Sistematika Pembahasan 
Penelitian ini akan dilaporkan dengan sistem pembahasan sebagai 
berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini peneliti memberi gambaran pada latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penulisan dan definisi konseptual serta sistematika pembahasan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan definisi konseptual, 
dan juga kajian teori oleh Talcott Parsons 
 
 
11 Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Jombang periode 2018-2023,15. 
 



































BAB III  : METODE PENELITIAN 
Pada bab ini peneliti memberikan deskripsi umum mengenai jenis 
penelitian, lokasi dan waktu penelitian,  pemilihan subjek penelitian, tahap-tahap 
penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pemeriksaan 
keabsahan data. 
BAB IV  : ANALISA DATA 
Pada bab ini peneliti memberikan gambaran hasil data di lapangan yang 
kemudian di analisa dengan menggunaakan teori sosial yang relevan. Analisa 
data merupakan jawaban dari rumusan masalah, dari analisis data tersebut 
diharapkan dapat menjawab secara kompleks fokus permasalahan dalam 
penelitian ini. 
BAB V  : PENUTUP 
Dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitiannya 












































FUNGSIONAL STRUKTURAL-TALCOTT PARSONS 
A. Penelitian Terdahulu 
Dengan mengacu pada judul yang diteliti oleh penulis, maka penulis 
menggunakan beberapa penelitian sebelumnya untuk dijadikan rujukan akan 
penelitian penulis. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu sebagai 
referensi penulis dalam meneliti penelitian ini, : 
1. Skripsi oleh Kishela Parubak yang berjudul “Efektivitas Sistem Imformasi 
Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Toraja Utara”. Mahasiswa Universitas Hasanussin, jurusan 
Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang mana 
Skripisi tersebut ditulis pada tahun 2016. Dalam skripsi ini berfokus pada 
pembahasan mengenai tingkat efektivitas dari SIAK yang meliputi 
sumberdaya manusianya, data kependudukan dan juga sarana prasarana 
penunjang sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif. Pada hasil akhir penelitian tersebut membuktikan bahwa 
penerapan SIAK terlaksana dengan cukup efektif , dan juga terkait sumber 
dya manusia dan juga sarana penunjang sudah cukup memadahi. Sama 
halnya dengan penulis yang ingin mefokuskan pada penerapan SIAK, 
namun perbedaan yang menjadi garis besar nya disini adalah penulis ingin 
meneliti tidak hanya dari segi tingkat efektivitas nya saja melainkan juga 
tingkat efisiensi dari SIAK tersebut.  



































2. Skripsi oleh Arum Prabandari yang berjudul “Kualitas Pelayanan 
BerbasisTeknologi Informasi:Studi Kasus Pelayanan Izin Gangguan (HO) 
di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman”. Mahasiswa Ilmu 
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Negeri Yogyakarta, yang mana penelitian ini dibuat pada tahun 2015. 
Dalam skripsi ini membahas mengenai kualitas pelayanan perizinan (HO) 
dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat pelayanan dan juga 
faktor pendukung serta penghambat keberlangsungan pelayanan publik 
berbasis teknologi informasi tersebut. Hampir sama dengan penulis yang 
memfokuska pada pemanfaatan kecanggihan teknologi, namun yang 
menjadikan garis besar perdedaanya adalah penulis akan berfokus pada 
Sistem yang secara resmi diatur oleh pemerintah yang bernama SIAK, dan 
pada pendekatan penelitian, pada penelitian Arum menggunakan metode 
Kuantitatif, sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif. Dengan 
hasil akhir penelitian menyatkan bahwa kualitas pelayanan yang 
memnfaatkan teknologi di tempat  tersebut belum bisa membantu 
masyarakat setempat dan juga belum bekerja secara optimal. Jika skripsi ini 
memjadikan kantor pelayanan perizinan sebagai tempat penelitian, penulis 
akan meneliti pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang 
bertempatkan di kabupaten Jombang.  
3. Skripsi oleh Ones Gita Crystalia yang berjudul “Kualitas Pelayanan Publik 
Kantor Kecamatan Pengasih kabupaten Kulon Progo”. Masiswa Universitas 
Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Adminstrasi. Pada skripsi yang 



































ditulis pada tahun 2015 ini titik fokunya ada pada penelitian kualitas dari 
pelayanan public di kantor setempat, meliputi faktor pendorong dan 
penghambat jalannya pelayanan publik di kantor tersebut. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil akhir penelitian ini 
menyatakan bahwa kualitas pelayanan masih terhambat oleh jumlah SDM 
tenaga kerja yang kurang dan juga sarana penunjang pelayanan. Sama 
halnya penulis dalam penelitiannya juga meneliti tentang kualitas  
pelayanan namun diukur dalam segi efektivitas dan efisiensi pelayanan 
dengan berpatokan pada sistem yang diterapkan di Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil kabupaten Jombang, namun dengan menggunakan 
teori AGIL oleh Talcott Parsons.  
  Dengan  berpedoman pada tiga penelitian terdahulu, maka penulis 
akan mengembangkan penelitian ini dengan menitik beratkan pada 
bagaimana SIAK itu diberlakukan dan mengantikan SIMDUK, yaitu sistem 
yang sebelumnya kemudian mekanisme kerja dan juga dampak nya bagi 
masyarakat. Penulis akan menganalisa penelitin ini menggunakan kajian 
teori sosilogis, yaitu menelaah temuan dalam penelotian ini dalam sisi 
sosiologisnya.  
B. Pelayanan Publik dengan pemanfaatan teknologi 
Menurut Kotler dalam Sapara Lukman pelayanan adalah setiap 
kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan 
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara 
fisik. Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau 



































urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan 
orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.12 
Sedangkan pengertian publik menurut Inu Kencana adalah sejumlah 
manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan 
tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang ada. Oleh 
karena itu, pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan 
oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki kegiatan yang 
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan 
kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik.13 
Pelayanan publik adalah suatu kegiatan melayani baik secara langsung 
maupun tidak langsung, baik melalui perantara media maupun langsung kepada 
masyarakat. Secara garis besar pelayayan public dapat dibedakan menjadi 3 
jenis, yaitu: :14 
1. Pelayanan Administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 
bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status 
kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan 
terhadap suatu barang dan sebagainya; 
 
12 Sampara Lukman ,2000,Manajemen Kualitas Pelayanan Publik,Jakarta,STIA LAN 
Press,8. 
13 Inu Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 5.  
14 Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat,2012,Hukum Administrasi Negara dan 
Kebijakan Pelayanan Publik,Bandung,Penerbit NUANSA,hlm.19.  



































2.  Pelayanan Barang, yaitu pelayaanan yang menghasilkan berbagai 
bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan 
telepon,penyediaan tenaga listrik,air bersih dan sebagainya; 
3.  Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa 
yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan, kesehatan, 
penyelenggaraan, transportasi, pos, dan sebagainya. 
Maka dapat diartikan bahwa pelayanan publik pelakunya adalah 
pemerintah sebagai eksekutor atau penyedia layanan sedangkan penelima 
pelayanan yang dimaksud adalah masyarakat. 
Pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi di era ini yang serba 
canggih salah satunya yaitu pemanfaatan internet. Dalam pelayanan publik 
sendiri pemanfaatan internet untuk kegiatan “melayani” adalah daring. 
Pengertian daring adalah dalam jaringan, yang mana daring sendiri adalah 
sebagai alat pendukung dalam pengoperasian pelayanan terhadap publik. Yang 
mana sistemnya adalah publik yang menerima pelayanan tidak harus dating ke 
tempat penyedia pelayanan untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan 
melainkan cukup dari jarak jauh dan memenuhi angkah-langkah dan persyaratan 
yang dihimbaukan. Sebuah alat pendukung sebuah sistem kebijakan yang dibuat 
dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi menggunakan jaringan internet.  
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang diterapkan dalam 
pelayanan public di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang sama 
halnya dengan kantor Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil pada umunya 
yang berbasiskan Daring. Daring yang berarti online adalah jaringan internet 



































yang membackup SIAK yang mana pengoperasiannya hanya dapat dijalankan 
oleh petugas yang berwenang. Dengan tujuan mempermudah proses 
pengoperasian data-data kependudukan dan meminimalisir data ganda.  
C. Sosial-Kultur Organisasi Birokrasi  dalam menciptakan pelayanan publik 
yang berkualias  kepada Mayarakat 
Kepuasan masyarakat akan sebuah pelayanan adalah kualitas pelayanan 
yang baik. Dalam sebuah organisasi birokrasi yang menjadi kunci keberhasilan 
pencapaian pelayanan yang prima kepada masyarakat adalah kerjasama tim yang 
baik.  
Secara umum, harapan masyarakat akan pelayanan yang prima adalah 
soal kecepatan pelayanan dan juga biaya administrasi. Dalam artian masyarakat 
mengharapkan kecepatan dalam sebuah pelayanan dan juga minimalis biaya 
dalam proses administrasi tersebut.  
Dari kebutuhan masyarakat akan tingkat efisisensi waktu pelayanan 
menimbulkan suatu fenomena yang biasa disebut pungli (pungutan liar) yang 
mana banyak dilakukan oleh pihak berwenang, yaitu pihak pelayan kepada 
publik (masyarakat). Orang terpaksa membayar pungli, karena dia 
membutuhkan pelayanan pemerintah.15  Masyarakat yang membayar pungli atas 
dasar ingin mendapatkan haknya terkait percepatan kepengurusan oleh pihak 
birokrat. Hal tersebut sudah menjadi budaya di Indonesia, karena dalam pikiran 
masyarakat telah dibangun bahwasannya percepatan pemrosesan suatu 
 
15 Samodra Wibawa, Revormasi Administrasi, (Yogyakarta:Gava Media, 2005), 154 



































pelayanan oleh pihak birokrat adalah pembayaran akan biaya administrasi. 
Padahal telah ditetapkan dalam undang-undang terkait pungutan yang dikenakan 
pada publik adalah berupa pajak dan retribusi, selain itu pungutan yang tidak 
berdasarkan undang-undang maupun otonomi daerah adalah pungutan liar 
(pungli).  
Pungli telah menjadi budaya dalam birokrasi di negeri ini, yang 
mengakibatkan terjadinya pungli oleh oknum birokrat. Masyarakat menganggap 
bahwa untuk meperoleh pelayanan yang efektif dan efisien maka diperlukan 
membayar sejumlah uang kepada oknum birokrat walaupun sebenarnya mereka 
melakukan hal tersebut secara terpaksa karena factor kebutuhan akan pelayanan. 
Dalam hal ini, sistem demokrasi yang ada di Indonesia jelas berseberangan 
dengan fenomena yang demikian. Untuk itu diperlukan kualitas pelayanan 
publik yang tidak memberatkan bagi masyarakat, agar tercipta masyarakat yang 
tertib administrasi.  
Untuk mengukur kualitas pelayanan publik, ada dimensi-dimensi yang 
di tekankan untuk memenuhi kriteria tersebut, yaitu: 
1. Tangibles adalah kualitas pelayanan yang berupa tampilan fisik 
2. Reliability kemampuan dan keandalan untuk menyediakan jasa pelayanan 
yang terpercaya dan akurat 
3. Responsiveness  adalah kesanggupan karyawan untuk membantu dan 
menyediakan jasa pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap 
keinginan konsumen 



































4. Assurance adalah jaminan akan keramahan dan sopan santun dalam 
meyakinkan konsumen 
5. Empaty adalah sikap tegas tetpi tetap penuh perhatian dari pegawai terhadap 
konsumen.16 
Dari kelima prinsip dasar keberhasilan pelayanan adalah perilaku 
penyelenggara pelayanan lah yang menjadi kunci keberhasilan. Padda sistem 
birokrasi, para birokrat haruslah memenuhi syarat tersebut untuk terwujudnya 
kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat. Nilai-nilai tersebut harus 
menjadi budaya sehingga dapat dijadikna sebagai suatu kebiasaan dalam 
melayani masyarakat. Dengan itu pungli dapat terhapuskan, sehingga 
masyarakat tidak lagi tertekan dan pemikiran akan pungli dapat dihapuskan. 
Salah satu alternatif dalam untuk mengahapus pungli adalah dengan mebatasi 
birokrasi dalam meberikan izin atau aturan berupa : syarat yang harus dipenuhi, 
biaya yang harus dibayar, dan waktu yang dibutuhkan, proses yang harus dilalui, 
dan waktu yang dibutuhkan.17 
Dalam sebuah sistem pelayanan publik, pungli dapat dihapuskan 
apabila dalam sebuah organisasi birokrasi para birokrat sadar akan tugas dan 
tanggung jawab nya sebagai penyedia layanan kepada masyarakat sesuai dengan 
ketetapan yang ada.  
 
 
16 Riris Retno Wulan, dan Muhammad Mustam, “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Kantor Pertanahan Kota Semarang,” Jurnal Departemen 
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosia dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro 
17 Samodra Wibawa, Revormasi Administrasi, (Yogyakarta:Gava Media, 2005), 156 
 



































D. Fungsional Struktural (AGIL) Talcott Parsons 
Dalam penelitian ini, penulis memilih konsep Fungsional Struktural 
(AGIL) oleh Tarcott Parsons yang dirasa cocok dengan topik yang diteliti. 
Dalam pemikiran Parsons, dalam sebuah sistem yang berlaku di masyarakat, 
yakni sistem sosialnya haruslah berstruktur  apabila ingin mengoptimalkan 
keberhasilan yang ingin dicapai. suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-
bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam 
kesimbangan. Perubahan yang terjadi satu bagian akan membawa perubahan 
pula terhadap bagian lain.18 Masyarakat dilihat sebagai sebuah sistem dimana 
seluruh struktur sosialnya terintegrasi menjadi satu, masing-masing memiliki 
fungsi yang berbeda-beda tapi saling berkaitan dan menciptakan konsensus dan 
keteraturan sosial serta keseluruhan elemen akan saling beradaptasi baik 
terhadap perubahan internal dan eksternal dari masyarakat.19  
 Parsons menambahkan dalam sebuah sistem agar dapat berfungsi 
sesuai dengan yang diharapkan haruslah memenuhi 4 elemen penting yang 
salling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Berikut 4 elemen yang dimaksud 
Parsons adalah20:                                               
 
18 George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda ( Jakarta : PT. Raja 
Grafindo Persada,2007).,21.  
19 George Ritzer dan Gouglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Prenada 
Media Group, 2007).,118  
20 George Ritzer, Edisi Keenam  Teori Sosiologi Modern,(Yogyakarta : KENCANA, 
2004),121  



































1. Adaptation (Adaptasi), sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang 
datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan 
lingkungan dengan kebutuhan–kebutuhannya.  
2. Goal Attainment (Pencapaian tujuan), sistem harus mendefinisikan dan 
mencapai tujuan– tujuan utamannya.  
3. Integration (Integrasi), sistem harus mengatur hubungan bagian–bagian yang 
menjadi komponennya. Ia pun harus mengatur hubungan antar ketiga 
imperatif fungsional tersebut (A,G,L).  
4. Latency (Latensi atau pemeliharaan pola), sistem harus melengkapi, 
memelihara dan memperbaharui motivasi individu dan pola–pola menciptkan 
dan mempertahankan motivasi tersebut.   
Sebuah sistem haruslah beradaptasi terhadap llingkungan.dalam artian 
sebuah sistem dibentuk dan diterapkan harus  melihat situasi dan keadaan di 
lingkungan sistem tersebut di terapkan. Menelaah mengenai kebutuhan-
kebutuhan dalam lingkungan tersebut serta problem yang ada di dalamnya, 
sehingga dapat meenyesuaikan dengan kedaaan lingkungn sistem itu diterapkan.  
Sebuah sistem dibentuk haruslah dengan tujuan yang terarah dan untuk 
kemaslahatan bersama. Dengan menelaah situasi yang ada, memahami dan 
memaknai situasi maka ditemukanlah sebuah pokok permasalahan yang perlu 
dicari solusi dengan tawaran yaitu sebuah sistem.  



































Dalam sebuah sistem, haruslah tertata sedemikian rupa bentunya, 
magar tercipta kesinambungan antara elemen yang ada dalam sebuah sistem 
dengan berlandaskan penyesuaian lingkungan dan pencapaian tujuan sistem 
diterapkan.  
Kemudian setelah sistem ditata sedemikian rupa, maka haruslah 
dipelihara sistem yang telah ditata tersebut sehingga dapat membentuk sebuah 
pola yang teratur yang dapat dijadikan sebagai komponen penggerak 
keberhasilan suatu sistem. Latensi disini yang dimaksud dalam sebuah sistem 
adalah pemeliharaan pola budaya yang dianut untuk menyelaraskan tatanan yang 
ada.  
Dalam penerapan 4 elemen tersebut dibutuhkanlah sebuah tindakan 
yang tersistem. Sistem Tindakan (action systems) yang mana menjelaskan 
mengenai tingkatan  dalam analisa penerapan sistem social di masyarakat. 
Dalam tingkatan tersebut dibagilah menjadi dua cara yaitu yang pertama, 
masing-masing tingkatan yang lebih rendah menyediakan kondisi atau kekuatan 
yang diperlukan untuk tingkat yang lebih tinggi. Kedua, tingkat yang lebih tinggi 
mengendalikan tingkat yang berada di bawahnya.21 
Asumsi parsons dalam mengatasi sebuah problem sebuah fungsional 
structural, yakni :22 
1. Sistem memiliki properti keteraturan yang bagian-bagian yang saling 
tergantung. 
 
21 Ibid., 122-123 
22 Ibid 



































2. Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau 
keseimbangan. 
3. Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang teratur. 
4. Sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-bagian 
lain. 
5. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya. 
6. Alokasi dan integrasi merupakan dua proses fundamental yang diperluakan 
untuk memelihara keseimbangan sistem. 
7. Sistem cenderung menuju kearah pemeliharaan keseimbangan diri yang 
meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian-
bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda-
beda dan mengendalikan kecenderungan untuk merubah sistem dari dalam.  
Dalam analisanya, Parsons mengemukakan dalam sebuah sistem social 
yang perlu diperhatikan adalah komponen dalam strukturnya. Dengan 
memperhatikan pada status dan peran dan juga komponen  sistem secara 
berskala. Sedangkan dalam segi fungsinya, ia memaparkan persayartan 
berfungsinya sebuah sistem sosialal ada 7 prosedur, yaitu:23 
1. sistem harus  terstruktur (tertata)  sedemikian rupa sehingga dapat  tercipta 
kesinambungan dengan sistem lainnya 
2. sistem haruslah member dukungan terhadap sistem yang lainnya 
3. harus mampu memenuhi kebutuhan para actor dalam proposisi yang 
signifikan 
 
23 Ibid, 224 



































4. sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadahi dari para 
anggotanya. 
5. mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi menganggu 
6. bila konflik perpotensi menimbulkan kekacauan, ia harus dikendalikan 
7. sistem social memerlukan bahasa untuk keberlangsungan hidupnya.  
Bagi Parsons, aktor haruslah mengabdi dan tunduk terhadap sebuah 
sistem.  Memahami sistem sebagai satu kesatuan  yang dapat mengontrol actor. 
Berlandaskan pada uraian teori Talcott Parsons di atas, maka penulis akan 
berpedoman pada teori tersebut diatas dalam menganalisa temuan-temuan pada 
saat penelitian nantinya. 
  





































A. Jenis Penelitian 
 
Metodologi penelitian merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang 
memperlajari bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran. Prosedur kerja 
mencari kebenaran sebagai filsafat dikenal sebagai filsafat epistimologi. 
Kualitas kebenaran yang diperoleh dalam berilmu pengetahuan terkait langsung 
dengan kualitas prosedur kerjanya.24 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan 
menggunakan pendekatan studi kasus yang mana menitik beratkan pendekatan 
secara langsung kepada subjek penelitian yang akan diteliti untuk menggali 
sebuah informasi dari sebuah makna diluar makna umum. Memahami sebuah 
objek yang diteliti secara khusus sebagai sebuah kasus yang akan ditelaah tidak 
hanya seputar apa objek yang ditelitii melaikan memngenai mengapa dan 
bagaimana objek tersebut diteliti dan dapat dikategorikan sebagai sebuah kasusu 
yang harus diteliti sampai tuntas.  
Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif adalah prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 
 
24 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta:Rake Sarasin, 2002),5. 



































dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian pendekatan 
ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). 25 
Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah 
tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 
bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan 
berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya 
sendiri.26 
Penelitian kualitatif memiliki tujuan yang berhubungan dengan 
memahami aspekaspek kehidupan sosial, dan metode yang (pada umumnya) 
menghasilkan kata-kata, bukan angka sebagai data untuk analisis. Secara umum 
penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan yaitu, untuk menggambarkan dan 
mengungkap serta untuk menggambarkan dan menjelaskan.27 
Dalam penelitian ini, sistem yang dimaksud adalah pelayanan publik 
berbasis Daring yaitu SIAK, kemudian sasaran nya adalah pada pegawai di 
kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta warga sipil yang 
menggunakan fasilitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil.    
 
25 Bogdan dan Taylor, dikutip tidak langsung oleh Lexy J. Moeloeng, Metodologi 
Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, cet ke 7, 1996), 3 
26 Ibid.,  
27 Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Remaja Rosda 
Karya, cet 7, 2011), 100 
 



































Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh imformasi terkait 
implementasi pelayanan publik berbasis darinng yang diterapkan pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.  
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
 
Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang  dengan estimasi waktu 
pelaksanaan penelitian yakni sekitar dua sampai tiga bulan untuk dapat menggali 
beberapa informasi di lapangan dan tentunya disertai dengan observasi.  
Adapun alasan peneliti sendiri mengambil penelitian di kantor Dinas  
tersebut yakni karena kantor pelayanan publik yang berfokus pada pelayanan 
Administratif salah satunya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
kabupaten Jombang. Alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan penulis 
telah menemukan beberapa fenomena dan juga informasi terkait pelayanan yang 
ada di tempat tersebut sehingga penulis memilih tempat tersebut untuk dijadikan 
tempat penelitian dengan berpedoman pada observasi pra penelitian.  
Tabel 3.1 
Jadwal Wawancara dengan Informan  
 
No.  Hari/tanggal Tempat Waktu Nama 
Informan  
Ket.  

























































































































Bekti Ari S. Petugas 
Monitoring KK 







Tatik Sri S.  Kabid PIAK  
(sumber : observasi peneliti, 2019) 
Tabel 3.2 
Jadwal wawancara dengan informan eksternal 
 
No. Hari/tanggal  Tempat  Waktu  Nama  Ket.  





































kec. Ploso  







Yayuk  Masyarakat ds. 
Panasan kec. 
Megaluh 











































Iva  Masyarakat ds. 
Gebang malang 
kec. Diwek  








Devi  Masyarakat dari 
ds. Balongbiru 
kec. Diwek  







Sodikin  Masyarakat ds. 
Mayangsari, 
kec. Jogoroto 








Sumarlik  Masyarakat ds. 
Jogoloyo, kec. 
Sumobito  
(sumber : observasi peneliti, 2019) 
C. Pemilihan Subjek Penelitian 
 Pemilihan subjek pada penelitian ini dilakukan ketika peneliti telah 
memasuki lapangan untuk melakukan sebuah penelitian. Subjek yang dipilih 
pada penelitian ini yakni pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Jombang dan juga masyarakat yang menerima pelayanan di 
Dispenduk Capil Jombang.  
Dalam hal ini peneliti dalam mengambil data menggunakan teknik 
snowball sampling untuk informan dari dalam Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Jombang. Snowball adalah teknik pengambilan sumber data 
yang dilakukan dengan menghubungkan situasi social.28 Sedangkan untuk 
masyarakat penulis akan mencari informan sesuai target yang dirasa mampu 
 
28 Ellsberg M dan Helse L, a Practical Guide for Researchers and Activists, (Washington 
DC : PATH, 2005), 106.  
 



































memberikan jawaban dan informasi yang sesuai dengan pedoman wawancara 
yang telah penulis siapkan.  
D. Tahap-Tahap Penelitian 
 
Tahap pertama yang akan dilakukan oleh peneliti adalah memahami 
situasi dan kondisi lingkungan penelitian yang akan dilakukan dengan metode 
observasi. Kemudian dilanjutkan dengan  mempelajari kondisi yang ada 
dilapangan untuk meminimalisir permasalahan yang ada di lapangan 
berdasarkan konteks penelitian yakni PELAYANAN PUBLIK BERBASIS 
DARING : Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. 
Tahap kedua yakni mencari data yang bersifat informatif untuk dapat 
digali lebih dalam pada saat proses penelitian berlangsung. Pada tahap ini 
peneliti melakukan pendekatan secara langsung terhadap informan yang akan 
memberikan informasi dan menjadi subjek penelitian. Dengan melalui proses 
pendekatan terhadap informan tersebut diharapkan dapat mempermudah proses 
penggalian data. 
Tahap yang ketiga yakni memahami seluruh data yang diperoleh dari 
informan untuk dikelola kembali dalam bentuk tulisan berupa susunan laporan 
penelitian. Melalui simbol-simbol, bahasa dan makna yang diberikan oleh 
informan kepada peneliti akan dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan 
laporan. 
Dari ketiga tahap tersebut dapat dipaparkan bahwa tahap penelitian 
secara rinci sebagai berikut: 



































a) Tahap Pra Lapangan 
1) Menyusun Rancangan Penelitian 
Penelitian yang berawal dari sebuah penerapan kebijakan baru 
terkait pelayanan publilk oleh pemerintah kepada masyarakat dalam 
bidang administrasi. Kemudian keadaan tersebut dibandingkan 
keberhasilannya dalam menggantikan program sistem yang lama. 
Selanjutnya pengimplementasian tersebut dirasa telah berhasil atau 
belum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada msyarakat. Yang 
mana tentunya pertanyaan tersebut akan terjawab setelah menjalani 
serangkaian proses penelitian nantinya.  
2) Pemilihan Lapangan 
Lapangan yang dipilih oleh peneliti sesuai dengan judul yakni 
kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Jombang.  
Dengan adanya tahap ini maka diharapkan dapat mempermudah langkah 
bagi peneliti untuk melakukan penelitian 
3) Mengurus Surat Perizinan 
Surat perizinan dirasa sebuah hal yang sangat penting untuk 
sebuah penelitian. Dengan adanya surat perizinan ini maka akan 
mempermudah peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Surat 
perizinan sebenarnya sebagai bagian dari prosedur penelitian yang 
dimana peneliti akan mendapatkan tempat yang layak untuk sebuah 
penelitian serta untuk menghindari sebuah kendala dalam sebuah 
penelitian, khususnya larangan bagi peneliti untuk melakukan penelitian 



































tanpa disertai dengan surat perizinan penelitian. Sebelum peneliti 
melakukan sebuah penelitian maka peneliti harus mengikuti sebagian 
prosedur yang ada berupa surat izin resmi dari lembaga penelitian yang 
dalam hal ini adalah UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan adanya surat 
izin tersebut maka peneliti dapat mengantisipasi sewaktu-waktu ada 
informan yang tidak percaya akan penelitian yang peneliti laksanakan. 
4) Menilai Keadaan Lapangan 
Peneliti harus tau akan kondisi di lapangan sebelum terjun 
melakukan penelitian untuk melihat situasi dan kondisi lapangan dengan 
cara melakukan pengamatan. Hal tersebut dilakukan agar proses 
penelitian nantinya dapat berjalan dengan lancar. Kondisi lapangan dapat 
dilihat dari respon informan ketika menerima keberadaan peneliti dan 
dapat dipastikan bahwa kondisi lapangan tersebut baik. Karena peneliti 
sudah tau kondisi lapangan maka peneliti dengan mudah akan 
mendapatkan informasi dari informan di lapangan. 
5) Etika Penelitian 
Etika dalam penelitian yakni peneliti harus bisa menyesuaikan 
diri tehadap nilai dan norma yang dimiliki informan. Sebelum melakukan 
penelitian maka peneliti harus bisa memposisikan dirinya sebagai 
pendengar yang baik di kalangan pegawai Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten dan warga sipil Jombang, serta dapat 
mendengar segala informasi yang di sampaikan, peneliti juga harus 
menggunakan bahasa yang dimana bahasa tersebut mudah dipahami oleh 



































informan. Dengan etika yang baik tersebut maka peneliti akan dengan 
mudah diterima serta untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan 
oleh peneliti seperti konflik. 
6) Menentukan informan 
Informan ditentukan untuk memperoleh hasil penelitian yang 
memuaskan. Informan yang menjadi subjek penelitian diharapkan yang 
memiliki sebuah informasi serta menguasai informasi tersebut sesuai 
dengan konteks pembahasan. Dalam hal ini peneliti memilih informan 
secara langsung di lapangan dengan subjek penelitian yakni pegawai 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta warga sipil kabupaten 
Jombang.  
b) Tahap Pelaksanaan Penelitian  
Dalam proses pelaksanaan penelitian langkah-langkah yang 
anakan penulis laksankan adalah : 
1) Pengumpulan Data 
Dengan berbekalkan pada pedoman penelitian perencanaan 
penelitian yang telah dibuat sebelumya, kemudian penulis akan 
menggali informasi sebanyak-banaknya dari informan. Selanajutnya 
data yang diperoleh akan dikumpukan dan digolongkan atas kriteria-
kriteria tertentu.  
2) Analisis Data 
Setelah penggolongan data yang telah diperoleh tadi, 
kemudian data-data tersebut diolah kemudian dilakukan hipotesa untuk 



































diuji kebenaran melalui analisis suatu teori. Dalam penelitian ini 
penulis akn menguji hipotesa menggunakan teori Birokrasi Max 
Weber.  
E. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam hal pengumpulan data peneliti ada 2 cara dalam proses 
pengumpulannya, yaitu primer dan skunder. Data pimer adalah data yang 
diperoleh langsung dari subjek atau informan yang diteliti. Sedangkan data 
sekunder adalah data yang berupa dokumen atau arsip dari subjek yang diteliti. 
Dalam hal ini penulis menggunakan keduanya untuk memperoleh informasi 
yang variatif.  
Kemudian sumber yang penulis kumpukan ada 2 macam, yaitu sumber 
dari internal  yakni data yang diperoleh dari pegawai Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil, kemudian data Eksternal adalah data yang diperoleh dari luaryakni  
masyarakat sipil yang menerima pelayanan public di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.   
Dengan penentuan waktu secara berkala, maka teknik pengumpulan 
data akan dilaksanan menggunakan teknik wawancara baik secara terstruktur 
maupun tidak terstruktur dan juga observasi lapangan, yaitu pengamatan lokasi 
yang diteliti secara langsung atau participant observation.   
Selanjutnya dalah teknik pengumulan data secara Dokumentasi. 
Metode ini digunakan untuk mengambil gambar yang ada di lapangan, gambar 
tersebut biasanya digunakan untuk memperkuat bukti dan penemuan yang ada 
di lapangan 



































F. Teknik Analisis Data 
Dalam teknik analisa data disini yang dimaksud adalah mengelola data 
menjadi informasi agar dapat dengan mudah dimengerti dan menemukan solusi 
sebuah permasalahan yang dihadapi dalam penelitian. 
Langkah yang pertama koding, yaitu pemberian kode pada teks/narasi 
data yang ditemukan pada saat wawancara. Kemudian pembuata konsep ang 
berpedoman pada pemetaan koding tadi. Selajutnya pengategorian sesuai jenis 
informasi yang didapat kualifikasi secara macam-macam informan atau macam 
macam jawaban yang diperoleh dari informan. Selanjunya adalah pembuatan 
hipoteis pada data yang telah dproleh dan dikualifikasi kan tadi. Dan selanjutnya 
diperolehlah hasil analisis.  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif  
pendekatan studi kasus dengan mengguakan teori AGIL oleh Talcott Parsons. 
Maka data yang diperoleh tadi di analisis menggunakan langkah langkah 
tersebut.  
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 
Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah memeriksa data yang sudah 
diperoleh oleh peneliti dengan tujuan untuk memperoleh data yang valid dan 
menjadi akurat. Untuk melihat data yang peneliti peroleh valid atau tidaknya 
maka dilakukanlah uji keabsahan data dengan teknik Triangulasi. Trianggulasi 
adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu.29 
 
29 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kulatilataif dan R & D, (Bandung : alfabet, 
2007), 273  



































Dengan menggunakan teknik trianggulasi untuk mengecek keabsahan 
data, maka penulis menggunakan berbagai sumber untuk dijadikan referensi 
baik pengamatan secara langsung (observasi), wawancara dengan petugas 
maupun masyarakat Jombang, dan juga data dokumentasi untuk mencari 
kebenaran dari sebuah penelitian yang peneliti laksanakan.   




































PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DARING (SIAK) :  TINJAUAN TALCOTT 
PARSONS 
 
A. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang 
adalah instansi pemerintah yang melayani pada bidang pencatatan 
kependudukan dan sipil. Dinas Kepenedudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Jombang terletak di Jln. Kh. Wahid Hasyim 137, desa Kepanjen 
Kecamatan Jombang tepatnya di belakang gedung Pemkab Jombang. 
Gambar 4.1 halaman depan DispendukCapil Jombang 
 
Sumber : Dokumentasi Penulis 
 
 
1. Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang 
Tugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
(DispendukCapil) adalah membantu Bupati khususnya dalam bidang 
administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan fungsi 



































dan tugasnya sesuai ketetapan otonomi daerah. Adapun fungsi Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mebantu  Bupati dalam 
melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut :30 
a. Perumuskan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 
b. Pelaksanakan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bisang Administrasi Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil; 
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Jombang; 
e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di 
bidang Admnistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
f. Pembinaan penyelenggaraan, fungsi-fungsi pelaksanaan urusan 
pemerintahan daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai fungsi dan 
tugasnya. 
2. Susunan Organisasi dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Jombang 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang 
memiliki susunan keorganisasian sebagai berikut;31 
 
30 Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Jombang periode 2018-2023, 8 
31 Ibid,  9 



































a. Kepala Dinas  
b. Sekretariat, mebawahi: 
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2) Sub Bagian Keuangan; 
3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi. 
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi: 
1) Seksi Identitas Penduduk; 
2) Seksi Pindah Datang Penduduk; 
3) Seksi Pendataan Penduduk. 
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi: 
1) Seksi Kelahiran; 
2) Seksi Perkawinan dan Perceraian; 
3) Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian. 
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 
1) Seksi Informasi Administrasi Kependudukan; 
2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; 
3) Seksi Tata Kelola SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi.  
 
f. Bidang Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan 
1) Seksi Kerjasama; 
2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan; 
3) Seksi Inovasi Pelayanan. 



































Adapun jumlah pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Jombang sekitar 71, dengan status pegawai PNS sebanyak 35 orang dan 


















Berikut susunan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Jombang:  
a. Drs. Masduqi Zakaria, M.Si : Kepala Dinas 
b. Sekretariat : 
1) Drs. Dwi Yudawati, M.Si (PNS) : Sekretaris 
































































































i. Dyah Anggraheni, SE (PNS) : Pengelola Kepegawaian 
ii. Adi Dwi Prasetia, S. Kom (PNS) : Pengelola Pemanfaatan Barang 
Milik Daerah 
iii. Sadikun (PNS) : Petugas Keamanan 
iv. Nurhasan (PNS) : Pembantu Pengelola Pemanfaatan Barang Milik 
Daerah 
v. Heri Setyabudi (Non PNS) : Supir 
2) Lintang Probowati, S.Sos : Kasubag Perencanaan 
i. Ida Setyo Wahyu, SE (PNS) : Pengelola Program dan Kegiatan  
ii. Anik Yulia (Non PNS) : Petugas Penyususn SPJ 
iii. Fernanda Anggun (Non PNS) : Petugas Penyusun SPJ 
3) Faiqul Ilmi, SP : Kasubag Keuangan 
i. Ridwan Zen (PNS) : Pengadministrasi Umum 
ii. Devi Reista Priamitasari, SH (PNS) : Bendahara 
iii. Putri Permata Taqwa, S.AP (PNS) : Analis Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 
1) Ir. Sri Winarsih : Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil 
a) Benny Iskandar z., S.IP : Kasi Kelahiran 
i. Suprijono (PNS) : Pengadministrasian Akta Kematian dan 
Kelahiran  
ii. Dina Khusnur Swestika (PNS) : Pengadministrasian Akta 
Kematian dan Kelaahiran 



































iii. Asiska Fatmawati (Non PNS) : Petugas Pelayanan Akta 
Kelahiran 
iv. Indah Permatasari (Non PNS) : Petugas Pelayanan Akta 
Kelahiran  
v. Nuri Editia Agus Dwi A (Non PNS) : Petugas Pelayanan Akta 
Kelahiran  
vi. Siti Maisyaroh (Non PNS) : Petugas Pelayanan Aktta Kelahiran  
b) Bonasir : Kasi Perubahan Status Anak, Kewarganegaran dan 
Kematian 
i. Tomy Aviv (Non PNS) : Petugas Pelayanan Perubahan Akta dan 
Akta Kematian 
ii. Muhammad Sahar (Non PNS) : Petugas Pelayanan Perubahan 
Akta dan Akta Kematian 
iii. Ary Siswanto (Non PNS) : Petugas Pelayanan Perubahan Akta 
dan Akta Kematian 
c) Hartiyah, S.Sos : Kasi Perkawinan dan Perceraian 
i. Ara Satria Komara (Non PNS) : Petugas Pelayanan Akta 
Perkawinan dan Akta Perceraian 
ii.  Oky Hendra Tri A. (Non PNS) : Petugas Pelayanan Akta 
Perkawinan dan Akta Perceraian 
d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 
1) Tatik Sri Berdikariwati, SE : Kabid Pengelola Informasi Administarsi 
Kependudukan  



































a) Muhariyono, SH : Kasi Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan 
i. Akhmad Iswahyudi, SE (PNS) : Pengelola Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan 
b) Wahyu Teguh Wicaksono, S.STP : Kasi Pengelola dan Penyajian 
Data Kependudukan 
i. Herry Susilo, SH (PNS) : Pengelola Database 
ii. M. Samsul Arifin, S.Kom (Non PNS) : Petugas Pengelola Data 
c) Hesti Hermawati, SE, M.Si : Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya 
Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi 
i. Umi Faridah (Non PNS) : Petugas Pengelola Data 
ii. Dody Angga Prasetyo (Non PNS) : Petugas Pengelola Data 
e. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 
1) Slamet Waluyo, SH : Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk 
a) Mufattichatul Ma’rufah, SH  : Kasi Identitas Penduduk 
i. Bekti Ari Sujarnako, S.Kom (PNS) : Petugas Monitoring KK 
dan KTP 
ii. Ella Yustina, SH (Non PNS) : Petugas Pelayanan KK 
iii. Agus Suryadi S, ST (Non PNS) : Petugas Pelayanan KK 
iv. Eka Mufitasari, S.IAN (Non PNS) : Petugas Pelayanan KK 
v. Andri Edyanto (Non PNS) : Petugas Pelayanan KK 
vi. Mudlofar (Non PNS) : Petugas Pelayanan KK 
vii. Ula Rochimana Hadi (Non PNS) : Petugas Pelayanan KK 



































viii. Muhammada Syafiudin (Non PNS) : Petugas Pelayanan KTP 
ix. Ari Budiarjo (Non PNS) : Petugas Pelayanan KK 
x. Eko Triantoro Susanto (Non PNS) : Petugas Pelayanan KK 
xi. Syamsul Huda (Non PNS) : Koordinator Petugas Pelayanan 
KIA 
xii. Noris Shoba (Non PNS) : Petugas Pelayanan KIA 
xiii. Nanang Irsyad M. (Non PNS) : Petugas Pelayanan KIA 
xiv. Verdy Hardian P. (Non PNS) : Petugas Pelayanan KIA 
xv. Sifaul Arifin (Non PNS) : Petugas Pelayanan KK 
xvi. Syamsul Ma’arif (Non PNS) : Petugas Pelayanan KIA 
xvii. Lagselly Virginia O. (Non PNS) : Petugas Pelayanan KIA 
b) Suparno, SH : Kasi Pendataan Penduduk  
i. Andik Setiawan (PNS) : Petugas Perekaman 
ii. Rosyid Novi Ardiaswari, SH (Non PNS) : Petugas Perekaman 
iii. M. Maqfuri (Non PNS) : Petugas Perekaman 
iv. Jaka Akbriato (Non PNS) : Petugas Perekaman 
c) Ir. Sri Raraswati, MM : Kasi Pindah Datang Penduduk 
i. Wahyuning Widiastuti (PNS) : Petugas Pelayanan Surat Pindah 
Datang 
ii. Sulaiman Thaharah (Non PNS) : Petugas Pelayanan Surat 
Pindah Datang 
iii. Sulistyowati (Non PNS) : Petugas Pelayanan Surat Pindah 
Datang 



































f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan  
1) Moh. Nurhasan, S.STP : Kabid Pemnafaatan Data dan Inovasi 
Pelayanan 
2) Machfudz, S.IP.,M.Si : Kasi Kerjasama 
3) Astika Cendhana Wangi, S.STP.,M.Si : Kasi Pemanfaatan Data dan 
Dokumen Kependudukan 
4) Bambang Suhartono, S.Sos.MM : Kasi Inovasi Pelayanan  
3. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang 
Adapun visi-misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut : 
Visi : 
Terwujudnya pelayanan yang prima dan database yang akurat pada 
Pelayanan Administrasi Kependudukan. 
Misi : 
Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang cepat, 
tepat dan akurat.  
Menyelenggarakan Tertib Administrasi Dokumen Kependudukan 
secara baik dan benar salam rangka menjamin kebenaran database 
kependudukan 
Menyediakan pelayanan yang santun, nyaman dan berkualitas. 
Meningkatkan penyuluhan pada masyarakat mengenaai pentingnya 
Administrasi Kependudukan.   
 



































4. Suasana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang 
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil beraktifitas pada 
hari kerja (Senin-Jum’at) dan libur pada hari besar, mulai pukul 07.00-15.00 
WIB pada hari Senin-Kamis, sedangkan pada hari Jum’at jam kerja pada 
pukul 07.00-14.00 WIB. Khusus hari Jum’at para pegawai diharuskan 
berangkat pada pukul 06.00 WIB untuk mengikuti kegiatan senam rutin 
bersama. 
 Kantor yang berada di belakang bangunan Pemerintah Kabupaten 
Jombang ini biasanya mulai aktif melayani masyarakat yang berkunjung 
untuk keperluan administrasi kependudukan pada pukul 08.00 WIB. S.d. 
pukul 14.00 WIB. Kecuali pada hari jum’at batas pelayanan hanya sampai 
pukul 13.00 WIB. Namun, untuk pelayanan Legalisir KK, Akta dan juga KTP 
dibuka sampai pukul 15.00 WIB, dan pada hari jum’at sampai pukul 14.00 
WIB. Maskipun begitu, para pegawai maupun atasan diharuskan tiba di 
kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum pukul 07.00 WIB. 
Untuk mengikuti Apel Pagi di depan kantor Pemerintahan Jombang. 
 Para petugas yang bertugas pada loket kurang lebih berjumlah 10 
orang dengan pembangian 3 tempat, yaitu : loket pada sisi kiri adalah bagian 
pendaftaran kependudukan terdiri dari 3 petugas pelayanan (petugas 
pelayanan Pindah-Datang, petugas pelayanan el-KTP, dan petugas pelayanan 
KIA) kemudian pada bagian tengah terdapat loket Pusat Informasi yang 
dijaga oleh satu petugas, kemudian pada sisi dalam nya ada loket PIAK 
(Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan) yang dijaga oleh dua 



































petugas pelayanan, dan sebelah kanan adalah loket Pencatatan Sipil yang 
terdiri dari 4 petugas (petugas pelayanan Perkawinan dan Perceraian, petugas 
pelayanan Perubahan Akta kelahiran & Status Anak & Akta Kematian, 
Petugas pelayanan Verifikasi Akta Kelahira, dan juga petugas pelayanan 
Pendaftaran Akta Kelahiran). Kemudian pada ujung lorong sisi kanan loket 
bagian Pencatatn Sipil ada Loket Perekaman, kemudian pada sisi depannya 
ada ruang Khusus Menyusui.  
B. Pelayanan Publik Berbasis Daring (Implementasi Sistem Informasi 
Administrasi kependudukan) 
1. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kepedudukan (SIAK) 
berbasis Daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang 
Sebuah perubahan pada  Sistem yang diterapkan pada setiap Lemaga 
maupun Instansi, baik terkait negara maupun Independen pastinnya 
mepertimbangkan aspek baik buruknya sistem terbesut diterapkan. Penerapan 
(implementasi) sebuah sistem sendiri pastinya bertujuan pencapaian target 
yang di inginkan.  
Sama hal nya dengan sistem pencatatan kependudukan yang ada di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang. Sistem pencatatan 
dokumen kependudukan yang diberlakukan atas ketetapan Menteri Dalam 
Negeri adalah dengan diberlakukannya Sistem terkait pencatatan 
Administrasi Kependudukan dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi dan 
Informasi Komunikasi, dimana sistem tersebut yaitu Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan diberbasiskan Daring (dalam 



































jaringan). Peraturan diberlakukannya SIAK berbasis Daring telah ditetapkan 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 2019.  
Melalui wawancara dengan penulis, Kepala Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Jombang menjelaskan terkait mekanisme pembagian 
kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang.  
“kalau masalah teknisi kan yang mengoperasikan kan bawahan, nah 
orang orang di Bidang Kependudukan mengelola perihal pencatatan 
kependudukan seperti KTP-el, KK, KIA, terus juag perpindahan 
maupun kedatangan. Sedangkan yang mengelola data-data yang 
masuk tadi kan SIAK yang menangani bidang PIAK namanya, kalau 
untuk pencatatan kelahiran, perceraian, kematian itu bidang 
Pencatatan Sipil. Kalau pimpinan kan sebagai pengagas terobosan 
baru, inovasi, pengambil kebijakan itu tugas pimpinan. Kalau 
seumpama ada problem perihal perencana kita (Renstra) perlu ada 
inovasi untuk pengoptimalan penertiban dokumen kependudukan 
langkah kita apa yang akan kita tempuh itu pimpinan yang 
bertangung jawab.”32 
 
Adapun sistematika penerapan SIAK berbasis Daring Sesuai 
rencana Strategis periode 2018-2023 oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Jombang bertujuan membangun, updating dan pemeliharaan. 
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pengelolaan 
Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dalam wawancara dengan 
penulis.  
“jadi gini mbak istilahnya kalau kata orang kan background tapi 
kalau kami bilang sih jantung untuk pelayanan kependudukan 
semuanya. Dimana kita mengelola database kependudukan, itu kan 
harus selalu di update artinya harus valid dengan cara memberikan 
pelayanan pelayanan dan sebagainya. Nah, pelayanan itu kan 
membutuhkan jaringan, membutuhkan aplikasi untuk pemeliharaan. 
Jangan sampai orang-orang untuk mendapatkan pelayanan 
terhambat hanya karena kita tidak melakukann updating. 
Pemeliharaanya ini seperti yang kita lakukan saat ini, kita lihat apa 
 
32 Masduqi Zakaria, wawancara oleh penuis, 21 november 2019 



































yang belum, yang banyak misalnya data anomaly kita berikan 
kembali ke desa untuk ditindakanjuti. Karen kalau kita menunggu 
orang dating baru kita perbaiki, kapan selesainya kan kadang orang 
itu cenderung bertindak apatis. Padahal dia lupa data perubahan 
mereka sekecil apaun itu sangat berarti.”33 
 
Lebih lanjut mengenai peran  SIAK dalam Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Jombang sebagai tungku utama dokumen kependudukan 
negara, hal tersebut diungkapkan pula oleh bu Tatik selaku Kepala Bidang 
Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan,  
 
“kalau PIAK itu ibarat yang memasak, meng update, memperbaiki, 
memberbarui data kependudukan, sedangkan bidang bidang lainnya 
itu yang mengelola lebih lanjut data yang sudah kita update dan 
terjamin validitasnya. Misal pemakainya bidang kependudukan 
untuk pelayanan terkait dengan dokumen kependudukan. Bidang 
pencatatatan sipil terkait pencatatan kelahiran, kematian, perceraian, 
pernikahan. Bidang PDIP (Pemanfaatan Data dan Inovasi 
Pelayanan) terkait pemanfaatan datanya, jadi data yang telah kita 
kelola, kita updating, yang telah valid diberikanlah ke bidang PDIP.  
Selanjutnya penertiban dokumentasi yang diupayakan oleh Dinas 
Kependudukn dan Pencatatan Sipil Jombang akan diolah oleh seksi 
pengelola data dengan melibatkan pihak seksi pemanfaatan Data dan 
Dokumen Kependudukan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi 















33 Tatik Sri Berdikariwati, wawancara oleh penulis,  3 desember 2019 
34 Ibid 



































Gambar 4.2 Petugas Pelayanan PIAK melayani Penduduk Jombang 
 
Sumber : Dokumentasi Penulis 
 
Adapaun upaya Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Jombang 
untuk menyadarkan masyarakat agar tertib Administrasi Kependudukan 
adalah dengan pendataan kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus 
dengan upaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya 
penertiban dokumen kependudukan,  
“kita sosialisasi sampai ke kecamatan-kecamatan. Dulu malah 
pernah ke desa desa, sampai dua kali. Terus kita rasa cukup jadi kita 
beralih ke kecamatan-kecamatan dengan harapan lebih hemat waktu 
dan biaya,karena dengan kita turun ke 300 desa lebih di Jombang 
otomatis kita ngak mampu. Jadi dengan kita mengundang tokoh 
masyarakat, ibu-ibu PKK, perangkat desa se kecamatan yang kita 
adakan sosialisasi dengan harapan invormasi tersebut nanti bisa 
sampai ke masyarakat lewat mereka-meraka yang sudah mewakili 
tadi. Kita sosialisasi juga lewat media massa, televise, Koran juga 
sebagai pendudung. Sosialisasi setiap tahunnya ada untuk 
pengoptimalan validitas data kependudukan.”35  
 
Dari peralihan sistem yang dulunya bernama SIMDUK (Sistem 
Informasi Management Kependudukan) ke SIAK (Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan) jelas ada perbedaan signifikan terkait 
 
35 Ibid 



































penertiban dokumen kependudukan. Kalau sistem yang dulu (SIMDUK) 
dianggap kurang optimal dalam validitas dokumentasi kependudukan negara, 
maka SIAK sebagai alternative pengganti SIMDUK yang dirasa kurang 
optimal dalam pencatatan dan pendokumentasian dokumen kependudukan.  
“otomatis beda ya antara SIMDUK dan SIAK kalau terkait 
penertiiban dokumen, kalau dulu mbak misal mau pindah ke mana 
pun, mau memeroleh KTP baru di tempat tinggal mbak yang baru 
bisa, satu orang bisa mendapatkan dua bahkan tiga KTP dengan NIK 
yang berbeda bisa karena tidak terdeteksi kan. Kalau sekarang 
dengan sistem baru (SIAK) itu kan di sistemnya ada istilah link, 
makanya langsung terdeteksi kalau ada kerancuan dokumen. Kan 
kalau sekarang gak bisa, harus satu orang hanya punya satu identitas 
(NIK). Nah yang bisa memutus itu (NIK ganda) ya bidang PIAK. 
Kalau sudah di update datanya, kita putuskan satu NIK, baru bisa 
pemrosesan bikin KK, KTP dan sebagainya.”36 
 
Hal yang biasanya terjadi terkait dokumen pencatatan kependudukan 
yang tidak singkron terkait data kependudukan masyarakat dijelaskan secara 
detail oleh petugas bidang PIAK,   
“kan ya namanya orang banyak tidak selalu pemikirannya sama, 
kadang ada yang sadar akan pentingnya tertib dokumen 
kependudukan, kadang ada juga yang masa bodoh juga banyak. Nah 
banyak kasus yang orang dari dulu dari jamannya SIMDUK ada 
perubahan terkait kependudukan, entah itu ada yang meninggal, 
lahir, kematian atau pindah kependudukan tidak di update. Terus 
sekarang butuh data-data kependudukan untuk mengurus sesuatu, 
seperti BPJS misalnya, kan ya mereka mau ngak mau harus 
menertibkan dokumen mereka dulu baru bisa meproses yang 
lainnya. Soalnya kan kalau dulu SIMDUK belum terintegrasi 
dengan pusat, kalau sekarang SIAK kan sudah terintegrasi dengan 
pusat, jadi kalau ada ketidak validan dokumen ketahuan. Kan SIAK 




37 Wahyu Teguh Wicaksono, wawancara oleh penulis, 25 november 2019 



































Secara lebih detail terkait peralihan dari SIMDUK ke SIAK adapun 
keunggulan dari diberlakukannya SIAK sebagai pengganti SIMDUK, hal 
tersebut juga disampaikan oleh bapak Wahyu dalam wawancara dengan 
penulis,  
“kalau SIMDUK dulu kan pengaksesannya terkait penerbitan 
dokumen kepedudukan yang berwenang kan hanya Dispenduk, 
kecamatan kan hanya sebagai perantara saja, kalau SIAK sudah bisa 
diakses di kecamatan-kecamatan menggunakan Klien Server.”38 
 
Terkait dengan pegoptimalan implementasi SIAK pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang maka melalui ketetapan 
peraturan Menteri Dalam Negeri dengan memanfaatkan kecanggihan 
teknologi melahirkan inovasi baru untuk pengakuratan tertib dokumen 
kependukan serta peningkatan efisiensi dan efektiviitas penertiban dokumen 
kependudukan. Lahirlah terobosan baru berupa Sistem Invormasi 
Administrasi Kependudukan Berbasis Daring (dalam jaringan).  
“daring ini kan baru diberlakukan tahun 2018 disini, sesuai 
ketetapan Kemendagri kan ya. Nah tujuannya kan untuk menghemat 
waktu, biaya juga, biar masyarakat yang mau mengurus perihal 
Administrasi Kependudukan kan ngak ribet, istilahnya lebih 
meringannkan mereka juga. Kan kalau data mereka rancu kan susah 
juga. Daring sendiri kan artinya pengonlinenan yang tersambung 
langsung dengan pusat kan ya, jadi lebih optimal pencatatan berkas-
berkas juga validitas dokumen tersebut.”39 
Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk berinovasi, tak 
luput juga dari permasalahan terkait teknisi jaringan error karena 
menggunakan internet sebagai penghubung data dari kecamatan ke pusat, hal 
 
38 Ibid. 
39 Tatik Sri Berdikariwati, wawancara oleh penulis, 3 desember 2019 



































tersebut disampaikan oleh petugas pelayanan KIA (yang dulu sempat 
bertugas pada pelayanan el-KTP) pada saat wawancara dengan penulis,  
“kalau dibilang sering sih ngk juga, kan namanya online ya jadi 
sifatnya sama kayak kamu pakai hp mu, kalau signalnya lagi bagus 
ya aksesnya cepat, prosesnya cepat, kalau jaringan lagi ngak bagus 
yak an jadi prosesnya lama, kalu biasanya kita menangani hal kayak 
gitu kita pending dulu, biasanya berkas kita suruh bawa pulang dulu 
ke pemohon yang sudah terlanjur datang ke sini untuk 
meminimalisir berkas tertimbun. Karena disini berkas-berkas kan 
banyak ya, jadi takutnya kalau ditumpuk disini malah takutnya 
hilang, jadi kita suruh bawa pulang lagi, kita suruh tinggalkan nomor 
kontak yang bisa dihubungi, besoknya atau kalau sudah normal lagi 
jaringannya kita suruh dating lagi yang bersangkutan. Karena itukan 
masalah teknisi yang kita ngak bisa prediksi nih, kayak pemadaman 
listrik kan ya kita ngak bisa ngapa-ngapain selain pending.”40 
Terkait peralihan dari SIMDUK ke SIAK, tentunya telah dilakukan 
sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan sistem tersebut guna 
memberikan masyarakat himbauan atas pentingnya tertib administrasi 
kependudukan, seperti halnya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat akan tertib administrasi kependudukan dan juga pemberitahuan 
akan pembaharuan sistem di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga 
rupanya telah diketahui oleh masyarakat jombang, salah satunya adalah bapak 
Adit (nama disamarkan) yang datang ke kantor Dispenduk Capil Jombang 
untuk mengurusan pembuatan KK, yang mana pada KK lama ada salah satu 
anggota keluarga yang telah pecah KK (memiliki KK sendiri dengan status 
baru) namun namanya masih tertera di KK lama (milik orang tua),  
“saya kesini ngurus data ganda punya nya kakak saya, buat ngurus 
KK orang tua saya yang baru. Iya saya sudah tau si mbak kalau 
sistemnya sekarang online. Tapi cuma sekedar tahu aja ngak tau 
lebih lanjutnya kayak gimana. Pokonya saya nuruti apa kata 
 
40 Syamsul Huda, wawancara oleh penulis, 20 november 2019 



































petugas saja. Sama pihak kecamatan disuruh ke sini, terus disini 
suruh antri disini nunggu petugasnya nyelesain dokumennya.”41 
 
Hal yang serupa juga disampaikan oleh mbak Iva seorang pendatang 
dari Kalimantan yang diterima kerja sebagai PNS di salah satu Instansi 
Pemerintah Jombang yang kini telah berpindah identitas kependudukan ke 
kecamatan Diwek.  
“saya kan baru pindahan dari Kalimantan, keterima PNS di sini 
(Jombang) jadi segera mengurus dokumen kependudukan saya. 
Soalnya kalau kita ngak segera ngurus ya nantinya yang ribet kita 
sendiri kalau ada apa-apa. Soalnya ini kan penting banget ya mbak, 
apalagi saya kan pindahan jadi ngurus suket baru yak arena KTP 
belum ada blangkonya tadi kata petugasnya jadi sementara pake 
suket (surat keterangan) dulu unruk keperluan saya. Trus tadi juga 
di surat pindah saya ada kesalahan penulisan tempat asal saya yang 
seharusnya Tarakan ditulisnya maah pulau Kalimantan. Makannya 
saya cepet cepet ngurusin ini, nanti kalo ada butuh apa-apa sama 
dokumen keppendudukan biar langsung enaknya ga ribet lagi.”42 
 
Dapat dikatakan bahwa, implementasi SIAK bertujuan menertibkan 
dokumen kependudukan. Yang mana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Jombang sendiri SIAK mulai diberlakukan menggantikan SIMDUK 
sejak mei 2011, yang mana pada saat SIMDUK diterapkan masih banyak data 
ganda terkait nomor identitas kependudukan karena server tidak terhubung 
antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang satu dengan yang lain 
maupun dengan pusat. Sedangkan untuk basis Daring pada SIAK adalah 
wujud pengoptimalan penertiban dokumen kependudukan dengan 
memanfaatkan teknologi. 
 
41 Adit (nama disamarkan), wawancara oleh penulis, 18 november 2019 
42 Iva, wawancara oleh penulis, 25 november 2019 



































2. Manfaat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bagi 
Masyarakat Jombang 
 
Sesuai dengan ketetapan Mendagri terkait perubahan sistem 
administrasi kependudukan dari yang Sistem Informasi Management 
Kependudukan (SIMDUK) ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
(SIAK) yang penerapannya telah dilaksanankan sejak tahun 2011, bertujuan 
untuk menertibkan masyarakat terkait Administrasi Pencatatan 
Kependudukan. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Wahyu selaku Kasi 
Pengelola da Penyajian Data Kependudukan.  
“tujuan dari diberlakukannya SIAK adalah untuk menertibkan 
Administrasi Kependudukan, menghimbau pada masyarakat agar 
taat pada peraturan terkait dokumentasi kependudukan. Kalau dulu 
di SIMDUK kan segala data ditampung saja istilahnya, kalau 
sekarang SIAK ini kan kita Check dulu ke pusat validitas  datanya, 
kalau singkron ok, kalau tidak ya harus dilakukan penertiban. 
Karena kan kembali lagi, sifat dari dokumen kependudukan ini kan 
sangat penting dari mulai lahir sampai mati dan peristiwa penting di 
dalamnya seperti nikah, pindak tempat, itu semua kan perlu 
dilaporkan barang sekecil apapun perubahan status 
kependudukan.”43 
 
Salah satu contoh dari penertiban dokumen kependudukan yang 
terjadi pada salah satu warga yang hendak menikah namun tidak memiliki 
satu pun dokumen kepndudukan yang penduduk tersebut digolongkan 
sebagai penduduk rentan, istilah dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil untuk penduduk yang sama sekali tidak memiliki dokumen 
kependudukan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
manapun.  Berikut wawancara  penulis dengan pihak yang bersangkitan : 
 
43 Wahyu Teguh Wicaksono, wawancara oleh penulis, 25 november 2019 



































“saya kan ini mewakilkan karena yang bersangkutan sedang hamil 
tua, mau ngurus terkait pencatatan kependudukan soalnya ini ngak 
punya apa-apa sama sekali. Ga punya KTP, KK, akte juga ngak 
punya. Terus ini sama petugas tadi dikasih surat Rentan. Sebenarnya 
ini kan sudah dihimbau untuk mengurus kan sudah mulai tahun 2016 
tapi belum dilakukan, sekarang mau menikah sah kan sebelumnya 
nikah secara agama saja jadi sekarang mau nikah secara negara baru 
dilakukan pengurusan data. Terus tadi sama petugas disuruh ngisi 
surat pernyataan isinya keterangan dulu tinggal dimana sekarang 
tinggal dimana. Sudah si  itu aja katanya tadi suruh nunggu setahun 
paru bisa di teruskan data kependudukannya. Jadi ya kalau mau 
ngurus apa-apa katanya suruh pakai surat rentan ini.”44 
 
Contoh, peristiwa diatas adalah wujud dari ketidak pedulian 
masyarakat terkait pentingnya Administrasi kependudukan. Meraka baru 
menyadari kepentingan tersebut jika terjebak dalam situasi atau kondisi yang 
mengharuskan mereka untuk mengurus keperluan administrasi lainnya yang 
tentunya melibtakan dokumen-dokumen kependudukan.  
Dalam berinovasi dari yang SIMDUK ke SIAK lalu memanfaatkan 
kecanggihan teknologi sehingga melahirkan basis Daring untuk efisiensi dan 
efektivitas penetriban dokumen kependudukan, maka lahirlah el-KTP dan 
juga KK elektonik yang mana sudah menggunakan sensor kode QR atau 
tanda tangan elektornik (TTE) sebagai pengakuratan data dan peminimalisir 
data ganda, informasi tersebut penulis dapat dari bapak Bekti selaku petugas 
monitoring teknisi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang.  
“untuk proses penerbitan KK kan pemohon harus tahu ya, misal 
pemohon ingin merubah status pendidikan, berarti harus tahu kalau 
merubah status pendidikan kan harus ada dasar nya, kan kita disini 
sebenarnya bekerja berdasarkan dasarnya. Harus ada bukti yang 
otentik terkait perubahan status tado berupa ijazah yang sah. KTP 
 
44 Sodikin, wawancara oleh penulis, 25 november 2019 



































juga kan, masyarakat awalnya meminta formulir yang telah 
disediakan di desa masing-masing, keemudian ke kecamatan untuk 
mengumpulkan berkas kalau dulu berkas yang ada di kecamatan kan 
petugas yang menyerahkan ke Dinas untuk ditindak lanjuti dan 
diterbitkannya KTP tapi menunggu acc dari bapak Kepala, kalau 
bapak Kepala sedang tidak ada di Kantor (sedang dinas) ya terpaksa 
harus menunggu dulu. Kalau masalah waktunya kan itu sebenarnya 
tergantung integritas petugas, kadang ada yang sehari terkumpul 
berapa langsung dikumpulkan ke dinas, ada juga yang nunggu 
seminggu baru di serahkan ke Dinas. Itu kan memakan waktu yang 
lama dan ngak efisien.  Kalau sekarang kan sudah ada aplikasi yang 
sudah mengintegrasikan antara pelayanan yang ada di kecamatan 
dan yang ada di Dinas Kependudukan dana Pencatatan Sipil. Jadi 
masyarakat cukup sampai ke kecamatan saja dan petugas hanya 
perlu menyalurkan berkas secara digital, jadi di scan setelahnya 
upload lewat aplikasi yang disediakan, kemudian petugas disini 
(Dispenduk) meng entry kan di SIAK baru dicetakkan KK atau 
KTP.”45 
Lebih lanjut lagi pak Bekti menyampaikan terobosan baru oleh 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang dengan pemanfaatan 
kecanggihan teknoloi berupa terobosan 5 inovasi antara lain ; 
“ada 5 inovasi dalam upaya peningkatan pelayanan, yang pertama 
ada Siska Manis kepanjangannya sistem scan lima menit selesai, 
kemudian ada  Besutan yaitu berikan pelayanan Khusus 
Administrasi Kependudukan, ada juga Cak Dul Hadi (Cetak Akta 
Lahir Duduk Langsung Jadi), kemudian ada Pak Kiai Saleh 
kepanjangannya Cetak KIA Kerjasama Lewat Sekolah, kemudian 
ada Aplikasi yang bisa di Download melalui Playe Store dan daoat 
diakses melalaui HP andoroid, jadi mereka kesini cuma ngambil 
cetak KTP yang sudah jadi.”46 
Semuan inovasi-inovas tersebut digagas untuk memberikan 
kelayakan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat tidak merasa 
terbebani dengan segala prosedur administrasi kependudukan.  
 
45 Bekti Ari Sujarnoko, wawancara oleh penulis, 29 november 2019 
46 Ibid.  



































Adapun upaya peningkatan kualitas pelayanan bertujuan unttuk 
menertibkan dokumen kependudukan, agar masyarakat tidak perlu repot-
repot yang kemungkinan terhalang jarak dan juga biaya untuk akses ke Kator 
Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil Jombang.  
“semua inovasi itukan sebenarnya bertujuan mempermudah 
masyarakat ya, contohnya saja Besutan, yang mana ditujukan untuk 
warga Jombang yang berkebutuhan Khusus, kan ngak mungkin 
mereka datang ke sini, jadi kita berikan pelayanan khusus, kita 
datangi soalnya kan mereka sakit perlu berobat, kalau semisal 
terhambat biaya berobat kan ya berarti butuh bantuan dari 
pemerintah. Kalau ada bantuan kan syaratnya kan harus ada KTP, 
jadi ya mau ngak mau harus ada KTP. Mangkanya kita berikanlah 
pelayanan khusus. Kemuidan kan dengan adanya inovasi-inovasi itu 
kann mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen 
kependudukan. Kalau dulu KK prosesnya 20 hari, lalu dipangkas 
menjadi 14 hari, lalu dipangkas menjadi 5 hari, sekarang 3 hari pun 
sudah jadi, bahkan kalau pemohon menghendaki 1 hari jadi bisa, 
asalkan berkas lengkap dan valid, kemudian ada keterangan dari 
pemohon perihal kebutuhan untuk percepatan biasanya surat 
pengantar dari kecamatan. Kalaupun ada pending karena data kurang 
lengkap misalnya, kan petugas kecamatan bisa monitoring karena 
kan aplikasi yang terhubung dari Kecamatan ke Dispenduk kan 
realtime ya, jadi kalau ada perubahan sekecil apapun atau ada 










47 Ibid.  



































Gambar 4.3 petugas pelayanan KK sedang bertugas 
 
Sumber ; Dokumentasi Penulis 
 
Lebih lanjut lagi, beliau memaparkan juga upaya pengoptimalan 
untuk pencatatan kependudukan yang ditujukan kepada orang berkebutuhan 
khusus (disabilitas).  
“kita biasanya mendata, datanya itu dapat dari masyarakat yang 
melapor terkait warga yang berkebutuhan khusus tersebut. Kasusnya 
biasanya itu keluarga yang bersangkutan malu sehingga tidak mau 
melapor dan kemudian tidak dimasukkan ke kartu keluarga. Jadi kan 
kembali lagi SIAK itu diterapkan kan untuk menata dokumen 
kependudukan negara yang singkron antara daerah dengan pusat 
kan. Ya ini adalah salah satu bentuk pengupayaan untuk penertiban 
tersebut. Karena kan kasian mereka yang juga punya hak juga kan 
maskipun mereka orang sakit, atau maaf, orang gila, disabilitas juga 
kan mereka butuh berobat ya kalau merak punya biaya, kalau tidak 








































Gambar 4.4 petugas Dispendukcapil Jombang melakukan perekaman pada masyarakat 
lansia 
 
Sumber : Dokumentasi DispendukCapil Jombang 
Juga pada kesempatan program oleh Bupati Jombang yaitu Bulaga, 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengupayakan penertiban 
dokumen kependudukan kepada warga Jombang, dengan memberikan 
pelayanan secara langsung kepada warga jombang melalui bulaga tersebut.  
“jadi Bulaga itu kan programnya bu Munjidah selaku Bupati 
Jombang, terkait dengan elayanan pada masyarakat agar lebih 
mendekatkan pelayanan ke masyarakat, kegiatan yang sifatnya turun 
langsung ke kecamatan-kecamatan langsung berhadapan dengan 
warga, terkait kesehantan, perijinan,  kependudukan maupun lainnya 
nantinya yang diadakan di salah satu tempat beergolir lah di setiap 
kecamatan di jombang. Jad sifatnya ngak langsung, misalnya di 
Gudo kemarin kan yang bisa ikut itu kecamatan Gudo, Diwek, dan 
Ngoro, terus kalau kemarin di kecamatan Kudu, bisa juga warga 
Ngusikan mereka bisa datang di sana pooknya warga yang dekat dan 
terjangkau dari lokasi diadakannya Bulaga. Nanti disitu 
pelayanannya juga langsung jadi, jadi seumpama warga mau ngurus 
KTP bisa langsung jadi, KK juga, KIA, semuanya yang berkaitan 
dengan pengurusan di Dispenduk bisa langsung jadi asalkan data-
data nya sudah valid dan sudah memenuhi syarat ya. Kalau semisal 
datanya kurang nanti diberitahukan oleh petugas nanti mungkin 



































disuruh melengkapi dulu terkait persyaratan yang belum dipenuhi 
oleh warga yang bersangkutan.” 49 
Gambar 4.5 Kasi Identitas Penduduk saat melaksanakan program Bulaga oleh 
Bupati 
 
Sumber : Dokumentasi Dispendukcapil Jombang 
 
Upaya pengotimalan penertiban dokumen kependudukan yang juga 
dilaksanakan melalui program bupati Jombang tersebut juga bertujuan agar 
masyarakat merasakan manfaat dengan adanya program bupati tersebut yang 
langsung turun ke lapangan, sehingga masyarakat yang jarak tempuh antara 
domisi dengan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jauh, dapat 
dengan mudah mengurus keperluan Administrasi Kependudukan ke lokasi 
program bupati tersebut dilaksanakan tanpa harus ke kantor Dinas 
Kepenedudukan dan Pencatatan Sipil.  
Namun jika pada saat proses penerbitan dokumen kependudukan 
saat di check oleh petugas ditemukan data yang tidak valid maka pemohon 
diharuskan dating ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Jombang untuk membenahi data tersebut ke Bidang PIAK. Salah satunya 
 
49 Slamet Waluyo, wawancara oleh penulis, 25 november 2019 



































adalah problem terkait data yang tidak singkron oleh salah satu informan yang 
diwawancarai oleh penulis.  
“mau ngurus akte orang tua saya buat pengajuan dana pensiunan. 
Kemarin juga ikut penyuluhan Bulaga di Kudu. Terus kemarin 
disuruh petugas legalisir akta nikah orang tua saya terus sudah mau 
minta legalisir ke kantor agama katanya ngak bisa kalau ngak yang 
asli. Mangkannya ini saya mau ngurus punya orang tua saya terus 
mau ngurus punya saya juga maskipun saya pensiunnya masih lama 
ya, mumpung kemarin ada bulaga gitu, tapi ternyata data saya 
katanya belum bener ada yang salah kata petugas terus disuruh ke 
sini buat ngurus berkas yang salah si mbak.” 
 
Lebih lanjut lagi pengoptimalan pencatatan kependudukan dengan 
SIAK adalah dengan meluncurkan KIA (Kartu Identitas Anak) sebagai salah 
satu penertiban dokumen kependudukan.  
“KIA itu sebetulnya program baru pemerintah dengan upaya 
memberikan identitas ke anak yang usiannya dibawah 17 tahun, 
fungsinya sebenarnya sama dengan KTP, tapi ka kalu KTP itu untuk 
yang berusia diatas 17 tahun, kalau KIA diperuntukkan untuk anak-
anak yang baru lahir sampai mereka usia 17 tahun, atau yang belum 
kawin.untuk pengukuhan hak-hak anak.”50 
Lebih lanjut lagi terkait pemanfaatan SIAK terkait dengan adanya 
Kartu Identitas Anak disampaikan langsung memalui wawancara dengan 
petugas pelayanan KIA yang bernama Irsyad.  
“kalau SIAK itu salah satu fungsinya kan buat cetak KIA, karena 
kan ngambil datanya dari KK, lah KK kan di Check nya dari SIAK, 
bukan cetak lo ya, cuma check data KK ngambil NIK nya sama 
memastikan identitas orang tua nya. Intinya semua datanya diambil 
dari  SIAK kalau untuk cetak KIA”51 
 
 
50 Ibid  
51 Nanang Irsyad, wawancara oleh penulis, 25 november 2019 






































Gambar 4.6 petugas pelayanan KIA sedang bertugas 
 
Sumber : Dokumentasi Penulis 
 
Sedangkan masyarakat terbilang masih minim pengetahuan akan 
pentingnya terkait tertib Administrasi Kependudukan. Hal tersebut diperkuat 
dengan banyaknya kasus oleh masyarakat terkait banyaknya ditemukan 
dokumentasi kependudukan yang tidak valid sehingga menghambat 
masyarakat untuk pengurusan kegiatan lainnya yang mengharuskan 
penyertaan dokumen kependudukan sebagai persyaratan lampirannya. 
Contonya saja hal yang dialami oleh ibu Sumarlik yang hendak mengurus 
Pasport untuk menunaikan ibadah Haji di tahun 2020 mendatang.  
“data saya di KK katanya tidak sesuai dengan data yang di surat 
nikah, dari kecamatan tadi suruh ke sini. Saya ngak tahu ya mbak 
orang ini kan KK saya juga udah lama udah sejak tahun 90 an ya 
saya kira sudah benar, ternyata pas mau ngurus passport kok kata 
petugas kecamatan suruh ke sini katanya data saya gak sama antara 
buku nikah sama KK.”52 
 
 
52 Sumarlik, wawancara oleh penulis, 25 november 2019 



































Ada pula masyarakat yang masih menggunakan KTP manual dan 
baru akan beralih mengurus KTP-el, hal tersebut dilaksanakan aras himbauan 
dari perangkat desa karena beliau yang bersangkutan hendak mengurus KK 
karena pemabahan anggota keluarga (kelahiran anak ke 2) hal tersebut penulis 
temukan melalui wawancara dengan mbak  Vita Sari beberapa waktu lalu,  
“saya ke sini buat KTP-el, soalnya KTP saya kan masih manual, 
dapat himbauan dari desa suruh mengurus KTP-el soalnya mau buat 
KK baru, sudah ke kecamatan, sama kecamatan disuruh ke 
Dispenduk karena ada kesalahan data katanya. Terus dari sini tadi 
sudah di tangani sama petugas di bagian PIAK disuruh balik lagi ke 
kecamatan buat ngurus KK nya karena kan KTP-el nya kan tadi 
blangkonya masih kosong katanya jadi dikasih Surat Keterangan 
sama mas-mas nya katanya sih fungsinya sebagai pengganti KTP 
sementara. Jadii sekarang saya mau ngurus KK ke Kecamatan.” 
 
Namun dengan adanya inovasi yang bertujuan efisiensi dan 
efektivitas proses penerbitan dokumen kependudukan juga dirasakan oleh 
bapak Rama (nama disamarkan) yang mana dapat mempercepat proses 
pembuatan KK untuk keperluan pembuatan kartu BPJS anggota keluarga 
yangs sedang sakit dengan adanya inovasi Siska Manis (Sistem Scan Lima 
Menit Selesai),  
“tadi pagi saya ke kecamatan, terus kan saya mau ngurus keperluan 
BPJS ya jadi cepet-cepet buat pengurusan nya. Sama petugas 
kecamatan suruh ke sini buat ngambil sama dikasih surat pengantar 
suruh nyerahkan ke petugas KK. Dan Alhamdulillah sudah jadi, ini 
tinggal saya fotocopy terus dilegalisir tadi katanya petugasnya 
gitu.”53 
 
Dapat dikatakan bahwa manfaat yang dapat dirasakan oleh 
masyarakat Jombang adalah terkait efektifivitas penerbitan dan pengupdatan 
 
53 Rama (nama disamarkan), wawancara oleh penulis, 20 novemver 2019 



































yang dapat dilaksanakan dalam waktu singkat. Kemudian perihal efisiensi, 
yang mana tidak ada pemungutan biaya sepeserpun kepada masyarakat dalam 
hal kepengurusan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Jombang. 
Berdasarkan temuan data diatas, terdapat beberapa ketentuan perihal 
standart pelayanan yang ada di Dinas Kepenedudukan dan Pencatatan Sipil 
Jombang. Berdasarkan Rencata Strategi (Renstra) Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Jombang terkait tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang 
diterapkan, yakni : 54 
1. Tujuan : terwujudnya pelayanan kependudukan yang prima sesuai 
kebutuhan dan harapan masyarakat.  
2. Sasaran : meningkatkan tertib administarsi kependudukan 
3. Kebijakan : meningkatkan kualitas pelayanan administrasi  
4. Strategi : mengembangkan system pemeliharaan data kependudukan dan 
pencatatan sipil, meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pelayanan 
kependudukan dan pencatatan sipil, meningkatkan kesadaran masyarakat 
akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatn sipil.  
Terkait tujuan pelayanan kependudukan yang ada di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang adalah dengan meberikan 
 
54 Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Jombang periode 2018-2023,59. 
 



































fasilitas berupa pelayanan yang ramah sesuai motto kerja di Dinas 
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jombang :  
S : Senyum 
I : Ikhlas 
A : Akurat 
K : Kompeten 
“Kerja Ikhlas, Kerja Cerdas, Kerja Keras, Kerja Tuntas” 
Mengenai motto tersebut, masyarakat yang menerima pelayanan pun 
dapat merasakan terkait kualitas pelayanan yang ada, hal itu diungkapkan 
oleh mbak Devi yang pada saat itu sedang ada permasalahan terkait nama 
yang tertera di KTP tidak sesuai dengan nama yang tertera di tempat dia 
bekerja.  
“Alhamdulillah si mbak tadi petugasnya langsung gerak cepet. Kan 
saya ini dapet himbauan dari kantor kalau nama saya itu katanya ngak 
sesuai sama yg di perusahaan, terus kata petugasnya tadi buat 
sementara bikin surat pernyataan dulu kalau nama saya di KTP itu 
udah sesuai dan benar.”55 
Terkait pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat, soal biaya dan 
waktu untuk kepengurusan administrasi kependudukan, hal tersebut 
diutarakan oleh salahsatu informan yang tidak mau disebutkan namanya 
“tadi gratis sih mbak, ngak ada biaya sama sekali. Cuman ribetnya 
besok suruh kesini lagi, katanya datanya masih pending gitu kata 
petugas. Jadi ya boros di ongkos ya saya rumahnya kan lumayan 
 
55 Devi, wawncara oleh penulis, 25 november 2019 



































jauh. Terus juga saya ijin kerja tadi, terus masak besok saya harus 
izin kerja lagi. Tapi tadi kata petugasnya bias diwakilkan sama 
saudara kok.”56 
Selama observasi lapangan penulis banyak menemukan masyarakat 
yang melakukan percepatan KK, banyak hal yang menjadikan pertimbangan 
percepatan KK, seperti hal nya untuk kepengurusan Kartu Sehat, BPJS, 
Pendaftaran sekolah anak, maupun untuk kebutuhan lainnya yang 
memerlukan dokumen kependudukan. Salah satunya adalah oleh ibu Yayuk 
yang melakukan percepatan KK untuk keperluan kepengurusan BPJS  
“ini saya dapet surat dari kecamatan buat ngambil KK sekarang juga 
ke sini, soalnya mau buat ngurus BPJS. Alhamdulillah si ngak ada 
biaya administrasinya. Langsung nyamperin ke loket terus suratnya 
dibawah masuk tadi terus saya dipanggil, udah itu aja.”57 
Ada pula manfaat dengan adanya sistem daring diterapkan ini, 
contohnya adalah Salah satu kasus yang terjadi berikutnya adalah warga sipil 
yang mengurus surat-surat kepindahan penduduk (transmigrasi) namun 
terhambat biaya. Kemudian solusi yang ditawarkan oleh Dispenduk Capil  
adalah dengan memjadikan Dispenduk Capil Jombang sebagai perantara, 
dalam artian menghubungkan langsung pihak operator yang bertugas 
langsung kepada pihak Dispenduk Capil daerah Transmigran berasal. Kasus 
ini terkait dengan data ganda, yaitu NIK (Nomor Identitas Penduduk) yang 
Ganda akibat proses administrasi pencatatan kependudukan yang mungkin 
kurang ditaati oleh yang bersangkutan. Hal tersebut penulis temukan melalui 
observasi dan juga wawancara dengan petugas pelayanan KK, bapak Ari 
 
56 Halimah (nama disamarkan), wawancara oleh penulis, 25 november 2019 
57 Yayuk, wawancara oleh penulis, 25 november 2019 



































“tadi itu kan orangnya NIK nya ganda pindahan dulunya di Jayapura 
terus di pindah lagi ke Riau punya NIK juga di sana, jadi datanya 
ganda. Terus orangnya terhambat biaya, akhirnya pihak sini yang 
jadi perantara pemutusan NIK nya yang mana yang bias dipakai.. 
jadi kita ngehubungin Dispendukcapil nya yang bersangkutan. Terus 
dihubungkan ke pusat baru putusannya yang mana yang dipakai. 
Biasanya waktunya bisa sampai 3 bulan juga pernah sih kasus kayak 
gitu. Tergantung respon dari tempat yang dituju gimana kalau cepet 
bisa seminggu jadi tembusnnya.”58 
Ada pula kasus yang serupa terkait ketidak validan database, yang 
mana status perkawinan tidak sesuai antara database pada SIAK dengan KK. 
Informasi tersebut penulis dapat juga dari salah satu petugas pelayanan KK 
yaitu bapak Shifa selaku petugas pelayanan KK 
“tadi itu mau membetulkan database anaknya, tapi pas di cek di 
SIAK ternyata kawin tercatatat nya pada tahun 2008 di KK tapi buku 
nikahnya tercatat tahun 2000. Setelah ditanya tadi akhirnya ma 
uterus terang kalo pengurusannya diurusin sama orang lain tahun 
2010, jadi datanya ngawur. Terus solusinya dari sini ya harus 
disidangkan di pengadilan agama bawa surat-surat bukti penunjang 
dulu. Baru sini bisa memproses.”59 
Terkait kepegawaian yang ada di Dinas Kependudukan dana 
Pencatatan Sipil Jombang, bapak Masduqi selaku kelapa Dinas menjelaskan 
terkait perekrutan pegawai, yang mana berdasarkan wewenang BKDPP 
Kabupaten Jombang.  
“jadi ini tugasnya orang sekretariat ya soal pengelola pegawai, 
cuman disini  memang tercatat ada 71 pegawai, yang PNS ada 35, 
sisanya yang non PNS. Kalau soal lulusan kita ngak ada kriteria ya 
harus lulusan ini atau itu, ngak. Yang menetukan itukan dari BKDPP 
Kabupaten Jombang ya. Pokoknya dia kompeten dan masuk kriteria 
ketetapan pegawai korpri, itu semua wewenang BKDPP. Tapi kalau 
soal penempatan di bagian mana nya itu ke bagian pengelola 
ketenagakerjaan yang ada di sini” 
 
58 Ari Budiarjo, wawancara oleh penulis, 2 oktober 2019 
59 Sifaul Arifin, wawancara oleh penulis, 1 oktober 2019 




































Adapun ketetapan pembagian kerja yang diberlakukan di Dinas 
Kepenedudukan dan Pencatatan Sipil Jombang, hal tersebut dipaparkan oleh 
bapak Bekti terkait pembagian kerja yang ada 
“disini kita kan kerja sesuai aturan ya, dalam artian sudah ada 
jobdesk masing masing ya, kalau bagian KK ya pegang KK, kalau 
KTP ya KTP, KIA ya pegang KIA. Tapi karena kan sebetulnya 
disini juga kekurangan tenaga jadi ya kalau seumpamanya yang satu 
lagi nganngur nih petugas KIA misal, bisa bantu-bantu mungkin 
terkait pelayanan yang berhubungan sama percetakan yang 
menggunakan SIAK ya. Jadi yyang kompeten juga. Misal kayak 
petugas KIA bantu petugas KTP buat cek data atau cetak data bisa, 
asalkan sama-sama punya id nya SIAK.”60 
Terkait pembagian kerja yang dapat dikatakan juga mengandung sisi 
gotong royong, bahu mebahu juga diutarakan oleh bapak huda, selaku 
koordinator pelayanan KIA 
“Kalau KIA sendiri kan masih baru ya jadi ngak ada target pastinya, 
cuman kita optimalkan untuk menghimbau ke sekolah-sekolah agar 
cepat mendata murid-muridnya agar kita juga bisa cepet 
memprosesnya ya, terus soal pembagian kerja kan kita ini ada 6 
orang ya petugasnya, yang satu di lokat yang 5 kita berugas 
mencetak. Jadi biasanya kalau ada banyak sekolah nih yang udah ke 
data, yaudah satu orang bisa pegang satu sekolahan atau bisa lebih. 
Kalau ngak gitu biasanya yang satu bagian upload foto yang satu 
cetak, yang satu cek data. Jadi kondisional.”61 
Ada pula sistem pembagian kerja yang erat akan kekeluargaanya, hal 
tersebut diutarakan oleh mas Irsyad terkait jobdesk yang ada  
“disini ngak ada jam istirahatnya, jadi ya kalau kita capek gitu ya 
rehat lah sebentar, makan, sholat pokoknya ngak tidur aja. Ngak 
lama-lama. Gantian juga sama temen-temen. Kalo misalnya ada 
yang izin gak masuk, ya kita handle tugasnya, kalo  ada yang mau 
 
60 Bekti Ari Sujarnoko, wawancara oleh penulis, 29 november 2019 
61 Syamsul Huda, wawancara oleh penulis, 6 november 2019 



































keluar keperluan bentar gitu ya kita gantian jaga loket nya. 
Pokoknya jangan sampai loket kosong ngak ada petugasnya 
sedangkan banyak orang yang datang.”62 
Berdasarkan data hasil temuan diatas, dapat dikatakan bahwa yang 
menjadi kuci suskes keberhasilan sebuah pelayanan publik terkait kepuasan 
masyarakat adalah motto kerja yang ada di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Jombang dan juga kerjasama tim yang baik dalam birokrasi 
organisasi di dalamnya. 
C. Analisis Data : AGIL (Talcott Parsons) 
Berdasarkan hasil temuan yang telah penulis temukan selama proses 
penelitian, maka teori yang penulis anggap relevan untuk menganalisa data yang 
telah penulis dapatkan adalah teori Fungsional Struktural oleh Talcot Parsons. 
Dalam pemikirannya, Parsons berpendapat bahwa sebuah sistem agar dapat 
berfungsi sesuai dengan yang diharapkan haruslah memenuhi 4 elemen penting 
yang salling terkait dan tidak dapat dipisahkan yang biasa dikenal dengan konsep 
AGIL. Parsons mengemukakan bahwa sebuah sistem haruslah beradaptasi 
terhadap lingkungan.dalam artian sebuah sistem dibentuk dan diterapkan harus  
melihat situasi dan keadaan di lingkungan sistem tersebut di terapkan, 
menyesuaikan akan kebutuhan yang dibutuhkan dalam lingkungan tersebut.  
Konsep yang pertama dikemukakan oleh Parsons adalah Adaptasi 
(adaptation), yang mana sebuah sistem haruslah beradaptasi terkait 
 
62 Nanang Irsyad, wawancara oleh penulis, 7 november 2019 



































lingkungannya. Menelaah lebih jauh akan kebutuhan lingkungan sistem tersebut, 
sehingga sistem yang diterapkan dapat diterima oleh masyarakat.  
Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi 
Administrasi Kependudukan (PIAK), Ibu Tatik Sri Berdikariwati. Yang mana 
beliau mengakatakan bahwa dengan diberlakukannya SIAK sebagai pengganti 
sistem yang lama (SIMDUK) ada karena sistem yang lama (SIMDUK) dirasa 
kurang optima dalam mendeteksi data kependudukan, sehingga sering terjadi 
kesalahan dalam penertiban dokumen seperti halnya nomor identitas penduduk 
yang ganda, data antara KTP, KK maupuk Akta lahir yang tidak singkron. 
Kemudian SIAK sebagai pembaharu sistem sebagai jawaban atas persoalan 
tersebut 
Lebih lanjut lagi bu Tatik mengatakan bahwa SIAK diterapkan guna 
menanggulangi problem yang biasa terjadi pada sebuah data kependudukan. Dan 
adanya SIAK diberlakukan menggantikan SIMDUK telah dilakukan sosialisasi 
kepada masyarakat akan pergantian sistem dari yang SIMDUK ke SIAK dan 
juga himbauan kepada masyarakat akan pentingnya tertib administrasi 
kependudukan.  
Segala bentuk perubahan Sistem yang diterapka pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil semata-mata untuk penertiban dokumen 
yang mana pada sistem sebelumnya yang diterapkan (SIMDUK) masih 
ditemukan banyak permasalahan yang tidak bisa ditangani menggunakan sistem 
tersebut. Kemudian sebuah Sistem ditepakan pastinya memiliki tujuan yang 
ingin dicapai.  




































Penerapan SIAK sebagai pemgganti SIMDUK telah menelaah 
terkait situasi lingkungan masyarakat yang ada. Menilik apa yang dibutuhkan 
masyarakat dan apa yang diinginkan masyarakat terkait proses kepengurusan 
administrasi kependudukan.  
 
Lebih lanjut lagi upaya pengoptimalan dan juga sebagai fasilitas 
pelayanan terkait tertib administrasi kependudukan diadakan lah progam 
jemput bola yang bertujuan mendata penduduk yang tidak mampu dalam segi 
fisik untuk kepengurusan administrasi kependudukan. Yang mana sistem 
berupaya memahami situasi yang terjadi pada masyarakat, terkait asbeblitas 
masyarakat untuk kepengurusan dokumen kependudukan.  
 
 Sedangkan lebih lanjut Goal Attainment (tujuan) penurut Parsons 
keberhasilan sebuah sistem haruslah menelaah pada upaya menetapkan prioritas 
tujuan yang ingin dicapai serta memobilisasi komponen yanga da pada sisteem 
tersebut agar berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam sistem birokrasi di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang, diberlakukan SIAK untuk 
menjawab permasalahan terkait tingkat efektivitas dan efisiensi penerbitan 
dokumen kependudukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, 
diterbitkanlah basis Daring dalam SIAK dengan tujuan pengoptimalan perihal 
efektivitas dan efisiensi penerbitan dokumen kependudukan.  
Dapat dikatakan bahwa target pencapaian tujuan disinia dalah tngkat 
efektifitas dan juga efisiensi penerbitan dokumen kependudukan agar 
terciptanya pelayanan publik yang dapat memuaskan masyarakat. Sedangkan 



































alat pendukung pengoptimalan tujuan tersebut adalah kecanggihan teknologi 
berupa basis daring dalam SIAK. Sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan, 
strategi dan juga motto Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yang mana 
memberikan pelayanan yang optimal sesuai harapan masyarakat, serta 
terlaknsananya tertib administrasi kependudukan.  
Hal tersebut diperkuat dengan adanya masyarakat yang merasakan 
manfaat dengan adanya sistem baru yang diterapkan pada saat pengurusan 
dokumen kependudukan, salah satunya yaitu Rama (nama disamarkan) yang 
mana beliau adalah warga jombang yang hendak mengurus keperluan 
administrasi BPJS sehingga memerlukan KK untuk persyaratan administrasi. 
Beliau merasakan manfaat percepatan KK yang proses penerbitanyya tidak 
sampai memakan waktu berhari-hari, dengan syarat petugas mau menerbitkan 
dokumen kependudukan dengan surat pengantar dari pihak kecamatan.  
Konsep yang selanjutnya digagas oleh parsons adalah Integration 
(Integrasi), yaitu sistem harus mengatur hubungan bagian–bagian yang menjadi 
komponennya. Sistem harus mengatur hubungan antar ketiga imperatif 
fungsional tersebut (A,G,L).  sama halnya dengan SIAK yang mana 
diungkapkan oleh bu Tatik bahwa PIAK (bidang yang mengelola SIAK) adalah 
komponen utama terkait dokumen kependudukan yang ada di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang mana PIAK diibaratkan sebgai 
jantung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Beliau mengatakan 
bahwa SIAK lah yang menjadi komponen pengatur bagi komponen yang 



































lainnya. Sebagai penghubung berkas berkas kependudukan terkait pencatatan 
sipil maupun dokumen kependudukan.  
Salah seorang warga yang penulis wawancarai dan penulis cari tahu 
informasi terkait keperluan administrasi kependudukan  juga menjadi salah satu 
bukti bahwa elemen utama pengupdatan data ada pada bidang PIAK. Dapat 
dikataka bahwa PIAK adalah bidang yang mengelola terkait database 
kependudukan, meliputi updating dan juga validitas data yang rancu. Salah satu 
masyarakat yang penulis wawancarai adalah ibu Sumarlik, yang mengurus 
pembenahan KK untuk kepengurusan pembuatan passport. Yang mana data 
yang ada pada KK ibu Sumarlik tidak sesuai antara tanggal nikah di buku nikah 
dengan KK sehingga perlu pembetulan dan oleh petugs diarahkan ke bagian 
PIAK.  
Sebenarnya dalam proses penerbitan dokumen kependudukan KK dan 
KTP-el adalah tugas dan wewenang Bidang Kependudukan, namun yang dapat 
mengelola, mengahapus, menambah dan membenahi data-data kependudukan 
tersebut adalah Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan 
(PIAK), jadi sebelum data tersebut terbukti valid atau pada saat pengecheckan 
data di SIAK data tidak valid maka data tersebut harus diserahkan ke bidang 
PIAK untuk diupdate barulah pihak Bidang Kependudukan dapat menerbitkan 
dokumen kependudukan.  
Konsep yang terakhir adalah Latency (Latensi atau pemeliharaan pola), 
sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaharui motivasi individu dan 



































pola–pola menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut.  Untuk 
memelihara pola sehingga terbentuklah keteraturan tersebut maka dengan 
melihat pada organisasi birokrasi yang ada di dalamnya lah yang dapat 
memelihar pola sehingga terciptalah keteraturan. Hal tersebut sesusai dengan 
pemaparan bapak Masduqi terkait pengelolaan kepegawaian 
Adapun ketetapan pembagian kerja yang diberlakukan di Dinas 
Kepenedudukan dan Pencatatan Sipil Jombang, hal tersebut dipaparkan oleh 
bapak Bekti terkait pembagian kerja yang ada sesuai Jobdesk masing masing 
divisi yang dibawahi oleh kepala bidang.  
Disini yang menjadi pilar sebuah pemeliharaan pola agar terciptanya 
keteraturan adalah managemen jobdesk. Yang mana petugas yang ada di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di rekrut berdasarkan kriteria oleh BKD 
(Badan Ketenagakerjaan Daerah).  
Adapun ketetapan pembagian kerja yang diberlakukan di Dinas 
Kepenedudukan dan Pencatatan Sipil Jombang, hal tersebut dipaparkan oleh 
bapak Bekti terkait pembagian kerja yang ada dan juga seleksi perekrutan 
pegawai dilaksanakan langsung oleh BKD (Badan Ketenagakerjaan Daerah).  
Kemudian pemeliharaan pola dengan cara menjunjung tinggi 
gotong-royong dan kerjasama yang apik dapat mewujudkan keteratura 
tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pengakuan yang diutarakan oleh mas 
Irsyad selaku salah satu pegawai yang mana mengatakan bahwa pembagian 
waktu istirahat untuk partner divisinya karena tidak adanya jam istirahat di 



































Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang. Hal itulah yang secara 
tidak langsung menjadi budaya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil 
terkait budaya “gentian” dan kerjasama dalam memanfaatkan waktu dengan 
tidak lalai dalam meninggalkan ppekerjaan sehingga tidak terbengkalai.  
Lebih lanjut lagi dalam analisanya, Parsons mengemukakan dalam 
sebuah sistem social yang perlu diperhatikan adalah komponen dalam 
strukturnya. Dengan memperhatikan pada status dan peran dan juga komponen  
sistem secara berskala. Sedangkan dalam segi fungsinya, ia memaparkan 
persayartan berfungsinya sebuah sistem social ada 7 prosedur, yaitu: 
1. sistem harus  terstruktur (tertata)  sedemikian rupa sehingga dapat  tercipta 
kesinambungan dengan sistem lainnya. Jelas sistem yang diberlakukan di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang memiliki struktur yang 
tertata, terkait pembagian kerja sesuai keahlian petugas. Kemudian tertata 
secara pemfokusan bidang dengan adanya 4 bidang yang memiliki tugas, 
fungsi dan tangung jawab masing masing. Contohnya saja SIAK (Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan) yang mana pengelola sistem tersebut 
adalah Bidang PIAK (Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan) 
yang berperan sebagai komponen utama yang mana data kependudukn yang 
dikelola oleh bidang PIAK dapat disalurkan dan dimanfaatkan oleh bisang-
bidang lainnya.  
2. sistem haruslah memberi dukungan terhadap sistem yang lainnya. Disini 
dapat dikatakan bahwa SIAK yang dikatakan sebagai jantung nya Dinas 
Kepenedudukan dan Pencatatan Sipil adalah sistem utama sebagai 



































pendukung sistem lainnya yang ada pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Jombang.  
3. harus mampu memenuhi kebutuhan para actor dalam proposisi yang 
signifikan. Disini actor yang dimaksud adalah masyarakat kota Jombang yang 
mana kebutuhan masyarakat pastinya tidak lain perihal kenyamanan, 
kecepatan dan juga peminimalisiran biaya akses.  
4. sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadahi dari para 
anggotanya. Yang dimasud sebagai partisipan disini adalah para pegawai di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang yang mana merekalah 
yang berperan sebagai penerbit dokumen kependudukan, jadi sistemharuslah 
melihat kemampuan para pekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.  
5. mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi menganggu, Jadi untuk 
meminimalisir segala sesuatu yang bersifat menghambat maka diperlukanlah 
peminimalisiran terjadinya hal tersebut. Hal tersebut ditanggulangi dengan 
merubah sistem dari yang SIMDUK ke SIAK 
6. bila konflik perpotensi menimbulkan kekacauan, ia harus dikendalikan. 
Untuk menepis potensi kekacauan tersebut diberlakukanlah Daring (dalam 
jaringan) sebagai basis pelindung SIAK agar data yang ada dalam web SIAK 
dapat terhubung dan dimonitoring petugas yang berwenang sehingga 
meminimalisir kesalahan yang dapat mengakibatkan kekacauan pada 
dokumen kependudukan.  



































7. sistem social memerlukan bahasa untuk keberlangsungan hidupnya. Dalam 
SIAK ada istilah-istilah yang hanya para petugas yang tahu terkait kode 































































A. Kesimpulan  
Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 
sebagai pengganti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIMDUK) 
diterapkan guna menertibkan dokumen kependudukan agar lebih optimal, dan 
efisien dan juga efektif dalam penerapannya sehingga manfaatnya dapat 
dirasakan oleh masyarakat Jombang.  
Sedangkan terkait manfaat dengan diberlakukannya SIAK untuk 
masyarakat adalah soal efektivitas dan efisiensi waktu dan biaya dalam proses 
penerbitan dokumen kependudukan. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang 
masih kurang perduli terkait pentingnya tertib administrasi kependudukan. 
Mereka cenderung mengurus kelengkapan dokumen kependudukan hanya pada 
saat hendak mengurus sesuatu yang proses nya memerlukan kelengkapan 
dokumen kependudukan.  
Masih banyak masyarakat yang rendah dalam segi pengetahuan 
mengenai kepemilikan dokumen kependudukan mngakibatkan kurangnya 
partisipasi masyarakat akan tertib dokumen sehingga hal tersebut masih menjadi 
PR besar untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang terkait 
himbauan pada masyarakat akan seberapa pentingnya tertib administrasi 
kependudukan.  
  



































B. Saran  
Dengan melihat penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka saran 
yang dapat penulis berikan adalah; 
1. Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang 
Dengan melihat masih banyaknya masyarakat yang terkesan masih 
kurang responsive terkait adanya himbauan penertiban dokumen 
kependudukan maka perlu diadakan lagi sosialisasi lebih lanjut. Karena 
dengan sosialisasi yang telah diadakan sebelumnya belum mampu 
sepenuhnya dalam menyadarkan masyarakat agar tertib administrasi 
kependudukan.  
2. Untuk masyarakat Jombang 
Hendaknya mematuhi dan sadar akan pentingnya tertib administrasi 
kependudukan karena bagaimaapun segala sesuatu yang berkaitan deengan 
dokumen kependudukan sangat dibutuhkan untuk segala macam urusan. Jadi 
hendaknya perubahan sekecil apapun dalam administrasi kependudukan 
hendaknya segera melapor guna pengupdatean dokumen agar terjaga validitas 
data kependudukan tersebut sehingga kepengurusan segala macam kegiatan 
yang mebutuhkan dokumen kependudukan dapat teraksanan tanpa hambatan.  
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